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KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami dapat memenuhi target kinerja yang telah

diperjanjikan di tahun 2019 dan menyajikan capain-capaiannya melalui Laporan Kinerja Deputi Bidang

Hukum dan Perundang-undangan Tahun 20'19. Laporan ini merupakan salah satu wujud akuntabilitas

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja

lnstansi Pemerintah pada Kementerian Sekretariat Negara.

Kami menyadari bahwa dalam menlalankan fugas dan fungsi membantu Menteri Sekretaris

Negara bukanlah tanpa menemui kendala. Kami terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga

kinerla organisasi agar target kineria yang telah ditetapkan dapat terpenuhi. Kemampuan manajerial,

peningkatan kompetensi, terjalinnya kerja sama yang baik dalam lingkungan keria, dan dukungan

semua pihak, dirasakan begifu penting dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi guna tercapainya

kesuksesan organisasi.

Semoga melalui laporan ini dapat terpenuhi kebufuhan informasi para stakeholder, khususnya

informasi-informasi yang dibutuhkan dalam rangka menigkat(an kinerja Deputi Bidang Hukum dan

Perundang-undangan dan kinerja Kementerian Sekretariat Negara pada periode mendatang.

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

IKata Pengantar

(qrr---
Lydia Situfnna Diaman
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BAB I

PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM

1. Latar Belakang

Laporan Kinerja, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah, merupakan ikhtisar yang

menjelaskan secara ringkas dan lengkap lentang capaian kinerja, yang disusun berdasarkan

rencana kuja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Laporan kinerja

merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada

setiap instansi pemerinlah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam

penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kineria, evaluasi, dan penyampaian secara

memadai, serta hasil analisis terhadap pengukuran kinerja

Tujuan penyusunan laporan kinerja yaitu:

a. memberikan informasi kinaja yang terukur kepada pemberi mandal atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai, dan

b. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk

meningkat<an kinerjanya.

Kemudian dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dijelaskan bahwa

Laporan Kineria merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemaintah alas penggunaan anggaran. Lebih lanjut

dijelaskan dalam Peraturan Menteri tersebut bahwa Laporan Kinerja disusun oleh setiap

lingkatan organisasi yang menyusun Perjanjian Kinerja, untuk kemudian disampaikan kepada

Pimpinan.

BAB I. PENDAIII'LUAN I
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2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kedudukan, tugas, dan fungsi Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan diatur

dalam:

a. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara; dan

b. Perafuran Menteri Sekretaris Negara Republik lndonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara Republik lndonesia

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik

lndonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perafuran Menteri Sekretaris

Negara Republik lndonesia Nomor 3 Tahun 2015.

Berdasarkan ketentuan tersebut Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan:

a. berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara;

b. bertugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis

dalam penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-

undangan, penyiapan pendapat hukum, penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden

mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabililitasi, ekstadisi, remisi perubahan dari pidana

penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi, serta permintaan

persetujuan kepada Sekretaris Kabinet atas permohonan izin prakarsa penyusunan

rancangan perafuran perundang-undangan dan atas substansi rancangan perafuran

perundang-undangan;

c. dalam melaksanakan fugas tersebut Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan

menyelenggarakan fu ngsi:

'l) pelaksanaan analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa penyusunan

Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang (RPerpu), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Rancangan

Perafuran Presiden (RPerpres), Rancangan Keputusan Presiden (RKeppres), dan

Rancangan lnsfuksi Presiden (Rlnpres);

2) pemantauan dan analisis dalam penyusunan RUU, RPerpu, RPP, RPerpres,

RKeppres, dan Rlnpres;

3) pelaksanaan analisis dalam penyelesaian RUU, RPerpu, RPP, RPerpres,

RKeppres, dan Rlnpres;

BAB I. PENDAIIWAAN 2



lnporan Kinerja Deputi Biclang Huktm dan Perundang-und"angan Tafun 2O 19

4) pelaporan proses penyusunan RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, dan

Rlnpres;

5) pelaksanaan analisis, penyelesaian, dan penyiapan RKeppres mengenai grasi,

amnesti, abolisi, rehabililitasi, ekstradisi, remisi perubahan dari pidana penjara

seumur hidup meniadi pidana sementara, dan naturalisasi;

6) permintaan persefu.iuan kepada Sekretaris Kabinet atas permohonan izin prakarsa

penyusunan rancangan perafuran perundang-undangan dan atas substansi

rancangan perafuran pefundang-undangan;

7) pelaksanaan analisis dan penyelesaian permasalahan di bidang perjanjian

intemasional dan eksfadisi;

8) pelaksanaan analisis dan penyusunan pendapat hukum terhadap gugatan perdata

dan lata usaha negara, serta gugatan arbitrase intemasional kepada Presiden,

Wakil Presiden, dan/atau Menteri, permohonan hak uji materiil peraturan

perundang{ndangan, serta permasalahan hukum lainnya;

9) pengharmonisasian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Sekretaris

Negara;

10) pemberian nomor, pendistribusian, publikasi, dan pendokumentasian undang-

undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerinlah,

peraturan presiden, keputusan presiden, dan insfuksi presiden; dan

1 1) pelaksanaan fungsi lain yang dibaikan oleh Menteri.

Kemudian, dalam konteks penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Sekretariat

Negara, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan merupakan unit entitas akuntabilitas

satuan organisasi yang melakukan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kineria

tingkat Eselon l.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 jo. Peraturan Menteri Sekretaris

Negara Nomor3 Tahun 2015, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, mempunyai tugas melaksanakan

analisis dalam penyiapan izin prakarsa Rancangan Perafuran Perundang-undangan,

analisis dalam penyelesaian RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, dan Rlnpres,

3. Struhur Organisasi

BAB I - PENDAITTILUAN 3
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penyiapan permintaan persefuiuan kepada Sekretariat Kabinet atas permohonan izin

prakarsa dan atas substansi Rancangan Peraluran Perundangundangan, serta

otentifikasi UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, dan Inpres di bidang politik, hukum, dan

keamanan.

b. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, mempunyai tugas

melaksanakan analisis dalam penyiapan izin prakarsa Rancangan Peraturan

Perundangundangan, analisis dalam penyelesaian RUU, RPerpu, RPP, RPerpres,

RKeppres, dan Rlnpres, penyiapan permintaan persetuiuan kepada Sekretariat Kabinet

atas permohonan izin prakarsa dan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-

undangan, serta otentifikasi UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, dan lnpres di bidang

pembangunan manusia dan kebudayaan.

c. Asisten Deputi Bidang Perekonomian, mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam

penyiapan izin prakarsa Rancangan Perafuran Perundang+ndangan, analisis dalam

penyelesaian RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, dan Rlnpres, penyiapan

permintaan persetujuan kepada Sekretaris Kabinet atas permohonan izin prakarsa

penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan atas substansi Rancangan

Peraturan Perundang-undangan, serla otentifikasi UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, dan

lnpres di bidang ekonomi, keuangan, dan industri.

d. Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, mempunyai

fugas melaksanakan analisis dalam penyiapan izin prakarsa Rancangan Perafuran

Perundang-undangan, analisis dalam penyelesaian RUU, RPerpu, RPP, RPerpres,

RKeppres, dan Rlnpres, penyiapan permintaan persetujuan kepada Sekretariat Kabinet

atas permohonan izin prakarsa dan atas substansi Rancangan Perafuran Perundang-

undangan, serta otenlifikasi UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, dan lnpres di bidang

pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah.

e. Asislen Deputi Bidang Hukum, mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam

penyiapan izin prakarsa RUU dan RPerpres mengenai pengesahan perjanjian

inlemasional dan penyelesaiannya, penyiapan permintaan persetujuan kepada

Sekretaris Kabinet atas permohonan izin prakarsa RUU dan RPerpres, analisis dan

penyusunan pendapat hukum di bidang litigasi dan bantuan hukum, ekstradisi, prerogalif

dan nafu ralisasi, serla pengadministrmian Perafu ran Perundang-undangan.

BAB I. PENDAIIWUAN 4
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4. SumberDaya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan di

tahun 2019 sebanyak 80 orang; dipetakan sebagai berikut:

Sebaran tersebut dapat kita lihat sebagaimana diagram berikut:

,

Sebaran Pegawai per Jabatan

t E5€lon l,ll, lll, lV r. Funtsioflal

Sebaran Pegawai per Jenis Kelamin

II
I Pria r Wanita

Sebaran Pegawai per Jenlang
Pendidikan

!52 !51 tD3 I SLTA

Kuantitas per Unit Kerja

lAsdep Perekonomian
.tudep PoNOD
r Asdep Hukum

sAdep PM(
t Adep Polhukam

F
F

180,6

20"/.

Asdep
Polhukam

Asdep
Hukum

Jumlah

Kuantitas 15 orang 14 orang 14 orang 16 orang 20 orang 79

Jabatan o Es2: 1

o Es3: 3
o Es4: 6
o Staf: 5

o Es2: 'l

o Es3:3
. Es 4:5
. Staf: 5

o Es2: 1

o Es 3:4
. Es4: 5
. Staf: 4

o Es2: 1

o Es 3:4
o Es4: 7
o Stat 4

o Es2: 1

o Es3: 3
. Es 4;5
. Staf: 11

o Es 2:4
o Es3: 17

. Es4: 28

. Staf: 29

Pendidikan . 52: 9
o 51: 6
o D3: -
. SLTA: -

o 52: 8
o 51: 5
o D3: 1

o SLTA: -

o 52: 9
o 51:5
o D3:-
o SLTA: -

o 52: 9
o S'l: 7

o D3:-
o SLTA: -

o 52: 6
o 51: 'l'1

o D3: 1

o SLTA:2

o 52: 41

. 51:34

. D3: 2

. SLTA: 2

Jenis
kelamin

o Lk: 8
. ?r.7

Ll(

Pr

5

I
o Lk: 9
. P(7

. Lk: 6

. Pr: 14

. Lk: 6

. Pr.14

M%

56%

46%s0%

Kategori Asdep
Perekonomian

Asdep
PMK

Asdep
PDNOD

. Lk: 7

. ?t.7

36%

@%

LA%

25"/.
190/o
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B. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA (SIRAIECIC 
'SSUq

Aspek Stntegis

1. Peran serta Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam Penyelesaian Kerugian

Negara di Lingkungan Kementerian Sekrelariat Negara.

2. Peran serta Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam pemeriksaan dugaan

pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil Kementerian Sekretariat Negara

3. Peran serta Depuli Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam perumusan rencana

Program Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden (Progsun PP dan

Progsun Perpres).

4. Peran serta Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam pelaksanaan Penilaian

Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Sekretariat Negara.

5. Peran serta Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam penelitian

pewarganegaraan.

Permasalahan

Belum Memadainya Sumber Daya Manusia

Berhubung tugas dan fungsi Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan semakin

bertambah terdapat kekurangan sumber daya manusia pendukung yang signifikan, yang

terdiri atas analis, Sekretaris, pengolah data, dan caraka.

Belum Memadainya Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana unfuk melaksanakan tugas di lingkungan Deputi Bidang

Hukum dan Perundang-undangan masih kurang memadai. Hal ini terlihat masih kurangnya

sarana berupa laptop, printer, scanner dan mesin fofocopy serta prasarana berupa ruang

kerja, ruang rapat, ruang arsip, dan mobil operasional yang kurang memadai.

1

2

BAB I - PENDAIIIILUAN 6
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BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sebagaimana diamanat<an dalam Perpres 29 Tahun 2014, Kementerian Negara/Lembaga

diwajibkan menyusun rencana strategis (Rensfa) sebagai dokumen perencanaan untuk

periode 5 (lima) tahunan, yang juga dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan SAKIP.

Renstra memuat antara lain: visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang

dirumuskan sesuai tugas dan fungsi Kementerian/l-embaga.

Sesuai ketenfuan tersebut dan guna mendukung terlaksananya Rencana Sfategis

Kementerian Sekretariat Negara, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan telah

menelapkan Rencana Sfategis Tahun 201$2019. Proses penyusunannya dibawah

pengawasan Biro Perencanaan, dan Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja,

khususnya terkait upaya perumusan outpuuoutcome, dengan berpedoman pada:

'1. Perafuran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penelaahan Rencana Sfategis Kementerian/Lembaga (Rensfa l(L) 201$2019;

2. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Sfabgis

Kemenlerian Sekretariat Negara 2015-2019; dan

3. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor'13 Tahun 2016 tentang lndikator Kinerja

Utama di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Rensfa Deputi melipuli, antara lain, hal sebagai beriikut:

1. Visi

Tenruludnya Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan yang andal dalam

melakukan analisis dan penyelesaian izin prakarsa, rancangan perafuran perundang-

undangan, serta penyiapan pendapat hukum yang cepat dan akurat kepada Menteri

Sekretaris Negara.

2. Misi

Menyelenggarakan analisis alas izin prakarsa dan rancangan perafuran perundang-

undangan yang cepat dan akurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

a

BAB III AI<UNTABILITAS X'JVER..IA 7
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3. Tujuan

4. Sasaran Strategis

8

Tuiuan Doputi Bidang Hukum
dan Porundrng-undangan

Targe{

2015 2017 2019

Tecderugaranya andbb dan

perydesaian izin prakalsa,

rancarEan peraturan perundang-

urdarEan, se a penyiapan

pendapat hukun yarE cepd dan

akurat deh oepdi gidaru Hukun

dan Perundam-undaruan kepada

Menteri Sekrdarb Negara

1. Pel5edt6se h6i andbb RancarEan Peraturan Perurdang-

undaEan yary ditirdaldanjdi deh Meried Sek€{alb Negara.

100",6 100",6 100% 100% 100%

2. PeEer{as€ lEsl andbb dar pendapd huhm tefial lib6i dan

pemGddla hl*m, gr6i, annesti, abdbi, rchabitasi,

ekstradbi dan rcnbi p€flbdEn pidaE peniara scmur hiiup

medadi pilam semedara dan ndurJisai yau dlindaldanjdi

d€h M€rted Seldab Negard.

1000n 100% 100%

3. Pelsslase rarcaman perduan p€rundaE-undauan ya!
al(an disd*avdl@k deh PrEsiteo yaru ad nirtdifrya

tddr dbdesaikan.

100% 1000/0 100% 1000/0 100%

Sasaran Shogir D€puti
Sidang Hulum dan Pontnd.ng-

undanga[

lndikatot
2015 2017 2019

1. Pelseniae tl6l andbb Rarcaqan Perducn Perundang-

undarpan yaE diirdaldanjdi deh Merteri Sel(IEtarb Negara.

1000/0 100% r00% 100% 100%

2 Pers€lltase lEsi adbb dar pendapd h*m te*ait ltig6i dan

ptrnasddla k*un, grasi, annesi, abdisi, ElEbtl6i.

eLstadbi dal Ernbi p€ntdEn pllala peojffi sqmur hirup

matsli fihlE s€medaa da, nahfdisasi fd{ dmdanjdi

d* ttoftri s€*rctaE ilegtra

100"i6 100% '100% 100% 100%

3. PeFertase ra&arpan peraturan perurdarg-undargan yartg

akan dbahlGrvditdapkan deh P6ilen yaru adminbtrdifflya

tdah dbd€saikao.

100% 100% 100% 10006 100%

BAB III AI<UNTABILITAS .8([IVERJA

b. Menyelenggarakan analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan

hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi dan remisi perubahan pidana

penjara seumur hidup menjadi pidana semenlara dan naturalisasi yang cepat dan

akurat; dan

c. Menyelesaikan rancangan peraluran perundang-undangan yang akan

disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratihya telah diselesaikan secara

cepat dan akurat.

lndikator
2016 2018

1000/0 100%

Targqt

2016 2018

Meningkatnya kuditas andbb

dan penydesaian izin prakaGa

dan penydesaian rancarEan

peratucn perundarE-undangan,

penyhpan pendapat hukun terkait

litigasi dan pemasdahan hukun,

gra6i, annesti, abdbi, rchabiitasi,

ekstradbi, rcmbi perubahan

pk ana peniaaa seunur hidup

menjadi pirana s€rnentaB, dan

naturalb6si.
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6. Program

Program Kementerian Sekretariat Negara yang dilaksanakan Deputi Bidang Hukum dan

Perundang-undangan adalah Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada

Presiden dan Wakil Presiden.

7. Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan yang tertuang

dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran

lndil(ator KiIe]ia Kegiatan Penanggung Jawab

PeEertase tEsl andbb Rancaman
Pera(u.ar Perurdang-undaqan yarE

ditirdaktanjdi ddr Mederi SekBtarb
Negara.

1. Pdaksanaan Andbb dan Perydesaian Peraturan

PerundalE-undatEan BidaE Perekonrrnian
Asisten Deplti BidarE
Perckorqnian

2. Pdaksanaan Andbb dan Peryd€saian Pecturan
Perundam-t danga0 Bijaq P€fnbaruumn
Manusia dan Kebudayaan

Arislen Depdi BirarE
P€rnbaauuoan Manusia dan
Keb'Jdayaan

3. Pdd(s€man Andbb dan Perydesaian PeGturan
PerundarE-undangan Birang P€meidahan Ddan
Neged dan Oorcrni Daerdh

Asisten Depdi BidarE

P€rnerirtahan Ddan N€geri dan

Oonorni DaeBh

4. Pdalsanaan Andbb dan Penydesaian Pordturan
PerudarE{rndanga,! B*rang Pdlik, Hukun, dan
KeanarEn

Asisten Depdi Bilaq Pdtik,
Hukun, dan Keanamn

5. Pdakanaan Andbb dan Adninistr6i di Bilar[
Litigasidan Bartuan Hukun, Ekgradbi. Psosdif
dar Ndurdbasi, serta PeEadninist.asian Perduran
Perundarg-urdargan

Asbten Depdi BiJarlg Huftun

PeEeriase hasa andbb dan peidapd txrtun
te*afr IitEBsida.l p€rm.sdahan hlkun, gr6i,
annesti, abdbi, ehablt6i, etstradbi dan

rcrnbi perubahan f*lam pe.{ara seunur
hidup meniadi pidana sqnedara dan

naturdbGi yaru diir{ahanjdi deh Meded
Sekdalb Negara.

Pdaksanaan Andbb dan Adninistrasi di BiralE Littasi
dan Bartuan Hukun, Ekstradbi Perwdif dan

Ndurdbasi, serta Peruadrioistr6ian PerduBn
Pe{ndaE-undarEan

Asbten Deputi BidarB Hukun

Persertae raaEargan perduran p€iudae-
undarEan yaig akan dirahkaddldapkan deh
PrEsiiei yar€ a&ninistrdihya tdah
dbdesaikan.

l. Pdaksanaan Ardbb dan Penyd€saian Perduran
Perundarg-urdarEan Eida4 Peckoriomian

Asbten DepLti Bidaq
Perekoidnian

2. Pd€kanaan Andbis dan Penyd6aian Perduran
PerurdarE-Undaman Bijang P€inbaEunan

Asbten Depdi Bijar€
Pernbamunan Manusia dan

9

Tuiuan dan Sa!.r.n Stratogi3 lndikalor Kns.ia Uhma

Tuilran:
TersderEgardrya ard-Bb dar peryd€sahn izh prakalsa, li r€ngan
perduran pen daE-undaBar, s€{ta penyhpen peodapd hukun
yal! c€p€i dan akud ddr Depdi Bidaq Hukun dan Perundary-

undaman kepada Me eri Sekdalb Negara

Sa.aran Slrrtsqb:
MenirEkdnya kuditG andbb dan penydesaian izin prakaEa dan

penydesaian rancangan perduran pqurdae-utldaEan, penyiapan

pendapd hukm te*ait litEasi dan pormasdsiEn hukun, grasi,

annesti, abdbi, dlablit6i, ekstrdbi, I€ niei p€obahan ltdana
peojara seunur hidup medadi pihna s€mertaB, da! ndudbGi

Pecer{6e h6l andbb RarEaIUan PerduBn Perundang-

urdangan yar! dfrindaklanjdideh Mer{eri Sekdarb Negara.

Pe6ert6e h6l andbb dan perdapd hulm te*al lligai dan

p€madahan hukm, grasi, ann€sti, abdbi, rehablitai,
ekstrad'Ei dan rcrnbi perubahan pirana penjara seunur hidup
meniadi p*jana sernefiara dan naturdbasi yang ditindaldanjdi

oleh Merteri Seketa6 Negara.

PeEeflt6e rancarEan perduran perundarE-urdaqan yarg akafl
disahkaddt€tap*an deh P6iten yarE dministrafifnya tdah
dird€saifar

BAB M AI<UNTABIIJTAS I(I'VEA..,E
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PonanggungJav.blndikator Xinerj! Kegiatsn

B. PERJANJIAN KINERJA

Pe1lanlian Kinerja merupakan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada

pimpinan instansi yang lebih rendah unfuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai

dengan indikator kinerja. Melalui Perianjian Kinerja, tenrujudlah komitrnen penerima amanah

dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertenfu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Man6E dan Kebudayaan Kebldayaan

3. Pdaksanaan Andbh dan Perydesaian Peraturan

Perundaru-LJndangan Bidang P€rneintahan Ddam
Neged dan Otororni Daerah

Asbten Deflni Biiary
Pernedntahan Ddan Neged dan

Gonomi Daerah

4. Pdaksaman hdbb dan Perydesaian Pectu.an
PerurdaE{ndangan Bilang fuAik, Hukun, dan
KeanarEn

Asisten Depdi BidarE Pditik,
Hutun, dan Keanamn

5. Pdakanaan Andbb dan A&nirsstr6i di BirarE
L,tb3sidan Baftuan Hukun, Ek$Edbi, Psosdif
dan Natlrdbasi, seda Perqadninbtrasian Perduran
Pe.urda4-undarEan

Asbten Depdi BidarE Hukun

Perjanjian Kineria Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Tahun 20lg ditetapkan

Menteri Sekretaris Negara, dengan berpedoman pada:

'l . Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara.

2. Perafuran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja.

3. Perafuran Menteri Sekretaris Negara Republik lndonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara Republik lndonesia

sebagaimana telah diubah dengan Perafuran Menteri Sekretaris Negara Republik

lndonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris

Negara Republik lndonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Sekretariat Negara Republik lndonesia.

4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik lndonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang

lndikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

BAB M AKITNTABIIJTAS I'IflER.'A 10
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Penjelasan:

1. Setiap target indikator ditetapkan sebesar 100%. Meskipun terdapat data empiris jumlah

kegiatan yang telah pernah dilakukan pada periode terdahulu, namun mengingat tugas

yang diamanat(an merupakan pelayanan yang berkelanlutan kepada Menteri dan

Presiden, maka Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan tidak menetapkan jumlah

output dan outcome yang akan dihasilkan selama kurun waktu tertenfu, melainkan

menyesuaikan dengan jumlah rnpuf pekerjaan yang diterima unfuk ditindaklanluti.

2. Persenlase indikator capaian outcome berdasarkan rasio antara iumlah output yang

disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara, dengan output yang telah mendapat

tindak lanjut Menteri Sekretaris Negara.

Sasaran Strategis lndikdor Kinerja Target

Meningkatnya kualitas analisis
dan penyelesaian iln prakarsa

dan penyelesaian rancangan
peraturan perundang-undangan,
penyiapan pendapat hukum

terkait litigasi dan permasalahan

hukum, grasi, amnesti, abolisi,

rehabilitasi, ekstradisi, remisi
perubahan pidana penjara

seumur hidup menjadi pidana

sementara, dan nafu ralisasi.

100o/o

2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait
liligasidan p€masalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi,

rehabilitasi, ekstradisi dan remisi perubahan pidana penjara

seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi
yang dilindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara

100%

3. Persentase rancangan perafu ran perundang-undangan

yang akan disahkarvditetapkan oleh Presiden yang

adminis{ratifnya telah diselesaikan.

100%

Anggaran

Rp 137.954.000

Rp 308.320.000

Rp 114.202.000

Rp 210.344.000

Rp 870.811.000

Kegiatan

1. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan PerundangFundangan Bidang
Perekonomian

2. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Perafuran PerundangFundangan Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

3. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundangundangan Bidang
Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

4. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Perafuran Perundang-undangan Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan

5. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang
Pedaniian lntemasional, Litigad dan Pemasalahan Hukum, Ekstradisi, Prerogatif,
dan Naturalisasi, serta Pengadminis{rasian Peraturan Perundang-undangan

BAB III AI<UNTABII.TTAS XCIVERJA

Perjanjian Kinerja
Deputi Bidang Hukum dan Perundang.undangan Tahun 2019

1 . Persenlase hasil analisis Rancangan Peraturan

Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri

Sekretaris Negara.

11
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam dokumen Rencana Strategis Deputi Bidang Hukum dan Paundang-undangan

2015-2019 telah ditetapkan tuiuan dan sasaran strategis, beserta indikatornya. Tujuan Sfategis

merupakan target jangka menengah yang harus diwujudkan di tahun kelima (2019); sedangkan

Sasaran Sfategis merupakan target jangka pendek yang harus diwujudkan setjap tahun

(201t2019). Sasaran Sfategis tersebut kemudian ditetapkan setiap tahunnya dalam dokumen

Perianjian Kinerja.

Pada tahun 2019, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan berhasil

mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun

2019. Hasil tersebut berdasarkan pengukuran capaian lndikator Kinerja Utama Sasaran

Sfategis. Dengan hasil tersebut, Tujuan Sfategis di tahun kelima (2019) telah terpenuhi

sebesar 100% dari target selama lima tahun sebesar 10070. Secara ringkas capaian di tahun

2019 atas Tujuan dan Sasaran Sfategis dituangkan dalam matriks berikut:

Capaian Tujuan Tahun Kelima Renstra (Tahun 2019)

Sasann Sffigi3:
Meningkatnya kualihs andisis dan p$yelesaian iln Fakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-
undangan, penyiapan pendapat hukum tsrkait litigad dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi,
rehabilihd, eksfadi$, remi$ perubahan ddana penjra seumur hidup menjadi ddana semefltiam, dan
naturdisesi.

Tujuan Sffiegis:
Terselenggaranya andisis dan penyelesaian iln pckarsa, rancangan perafuran perundang-undangan, serta
penyiapan pendapat hukum Fng cepat dan akurat oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan kepada
Menteri Sekretaris Negara.

Tahun Ke-s (2019)

1 Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan
yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara.

/ Target kinerja terealisasi 1 00%
/ Ontpd/Odane

analisis atas 399 RPPUU Hah
ditindaldanjuti Menteri.

r'Anggaran: Rp854,61 5.000,-
Realisasi anggaran:
Rp757.932.387,- (89%).

2 Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan
permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehatilitasi, ekstradisi,
remisi perubahan pidana pefljaG seumur hidup menjadi pidana

sementam, dan naturalisasi yang dilindaklanjuti oleh Menteri Seketaris
Negara.

r'Targel kineqa terealisasi 100%
/ Otitpt t/O d @ne: 37 4 hasill

analisis dan pendapat hukum
telah ditindaklanjuti Menteri.

/Anssaran : Rp629.n4.000,-

BAB M AI<UNTABII,ITAS I(IAIEnJA 12
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Realisasi anggaran:

R0535.591.492,- {85%).

3 Persentase Rancangan Peraturan Perundangi.undangan yang akan

disahkan/ ditetapkan deh Presiden yang adminisEatifnya telah

diselesaikan.

/ Target kinerja terealisasi 1 @%
/ Odptt/Od@ne:

209 RPUU yang administratifnya
telah diselesaikan.

/Anggaran:

Rp'157.242.000,-
Realisasi anggaran:

Rp120.145.863,- (76%)

B, CAPAIAN KINERJA SASARAN

Pada tahun 2019, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan berhasil

mewujudkan sasaran slrategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perlanjian Kinerja Tahun

2019. Hasil tersebut berdasarkan pengukuran capaian lndikator Kinerja Utama Sasaran Strategis.

Formulasi penghitungan masing-masing indicator kinerja yang mendukung sasaran

sfategis sebagai berikut

IKU l: lndikator "Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan

yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara"

Jumlah ha$lanalisis RPPUU yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara

Jumlah hasil analisis RPPUU yang disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara

F Tipe penghitungan: kumulatif

F Sumber data: agenda, sural perinlah, arahan pimpinan, rekapitulasi data, SPDE

F Penjelasan:

o Yang dimaksud dergan RPPUU adalah RUU, RPerppu, RPP, dan RPerpres, RKeppres,

dan Rlnpres.

o Yang dimaksud dengan lzin Prakarsa adalah persetujuan untuk menyusun RPPUU yang

diberikan oleh Presiden kepada pemrakarsa.

. Penyelesaian RKeppres dan Rlnpres tetap dihifung dan dilaporkan, meskipun di dalam

rumusan IKU Deputi tidak disebufl<an.

x 100%

BAB fr AT<UNTABII.TTAS I(I ERJA 13
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o Ditindaklanjuti adalah semua analisis dan penyelesaian yang telah mendapatkan

disposisi, arahan lisan Menteri Sekretaris Negara, atau yang sudah tercatat pada agenda

tata usaha Menteri Sekretaris Negara.

. Kualitas adalah terpenuhinya substansi, teknis penulisan, dan standar pelayanan, yaitu:

/ Substansi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, peraturan

perundang-undangan terkait, dan kebijakan prioritas Pemerintah (Nawacita)

/ Teknis penulisan mengacu kepada Undang-Undang Nomor'12 Tahun 201'l tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembenfu kan Perafu ran Perundang-Undangan

/ Standar pelayanan mencakup waktu dan outpuf

lndikator "Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan

permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi dan remisi

perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi

yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara"

Jumlah RPPUU yang akan disahkan/ditetapl€n oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan

x 100%

Jumlah semua RPPUU yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya akan

dilalGanakan

F Tipe penghitungan: kumulatif

F Sumber data: agenda, surat perintah, arahan pimpinan, rekapitulasi data, SPDE

D Penjelasan:

r Ditindaklanjuti adalah semua analisis dan penyelesaian yang telah

mendapafl<an disposisi, arahan lisan Menteri Sekretaris Negara, atau yang

sudah tercatat pada agenda tata usaha Menteri Sekretaris Negara

o Kualitas adalah terpenuhinya substansi dan standar pelayanan

r' Substansi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun

'1945, peraturan perundang-undangan terkait, kebijakan prioritas

Pemerintah (Nawacita)

IBAB M AI<IINTABIIJTAS XIJVTR.'A 14
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/ Standar pelayanan mencakup waktu dan output

Dalam menghitung dan melaporkan kinerja hasil analisis dan pendapat

hukum termasuk penyelesaian adminisfatif Rancangan Keputusan Presiden

mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilihsi, eksfadisi, remisi perubahan

pidana penjara seumur hidup menjadi pidana semenhra, dan nafuralisasi dan

Surat Kuasa Khusus Presiden yang akan ditetapkan/ditandatangani oleh

Presiden

Jumlah Rancangan Peraturan Perundang,undangan yang akan disahkan/ditetapkan deh Presiden
yang adminisfalihya tdah disdesaikan

x 100%

Jumlah semua Rancangan Peraturan Perundangundangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh
Presiden yang administratfnya akan dilaksanakan

) Tipe penghitungan: kumulatif

F Sumber data: agenda, surat perintah, arahan pimpinan, rekapitulasi data, SPDE

Dengan hasil tersebut Sasaran Sfategis di tahun kelima (2019) telah terpenuhi sebesar

'10070 dari target selama lima tahun sebesar100%. Secara ringkas, capaian di tahun 2015-2019

atas Tujuan dan Sasaran SEategis dituangkan dalam grafik berikut:

Grafik Capaian Kinerja

Kinerja

72U/"
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ffi%

4A%
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w

700% t00% 100% 100vo 700%
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!
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Gralik OutputlOutcone
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C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA MASING.MASING INIKATOR KINERJA

1. Capaian Kinerja

Indikator ini berkaitan dengan pelaksanaan fugas Deputi Bidang Hukum dan Perundang-

undangan dalam memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyiapan izin

prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan (RPPUU). Fungsi-sungsi

yang dijalankan:

a. pelaksanaan analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa penyusunan RPPUU;

b. pemantauan dan analisis dalam penyusunan RPPUU;

c. pelaksanaan analisis dalam penyelesaian RPPUU;

d. pelaporan proses penyusunan RPPUU; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Sekreafis Negara.

Output kinerja yang dihasilkan berupa hasil analisis RPPUU yang disamoaikan kepada

Menteri Sekretaris Negara. Sedangkan outcome kinerja yang dihasilkan berupa hasil analisis

RPPUU yang ditjndaklaniuti oleh Menteri Sekretaris Negara. Pada tahun 2019, Deputi Bidang

Hukum dan Perundang-undangan telah menganalisis 399 RPPUU, dan telah disampaikan kepada

dan ditindaklanluti oleh Menteri Sekrelaris Negara.

No Jenis Rancangan Jumlah

1 Rancangan Undang-Undang (RUU) 47

Z Rancangan Perafu ran Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPerpu)

3 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) 155

4 Rancangan Perafu ran Presiden (RPerpres)

5 Rancangan Keputusan Presiden (RKeppres) 22

6 Rancangan lnstruksi Presiden (Rlnpres) 6

Jumlah 399

IKU

1

Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang.undangan yang

ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara

169

BAB IE AI<TJNTABII,TTAS NIIVER..IE 17
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RPPUU yang dianalisis Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan se.iak tahun 2015

s.d. 2019 dapat dilihat pgp grafik sebagai berikut

FaKor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

a. Tersedianya data dukung yang lengkap dan akurat dalam penyusunan dan

penyelesaian lttncangan perafu ran perundang-undangan;

b. Komifnen pimpinan dalam mendukung penyiapan analisis dan penyelesaian

penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;

c. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan komitnen yang tinggi serta kerja

sama yang baik anhr unil kerja terkai!

d. Ketersediaan panduan analisis perafuran perundang-undangan dalam aplikasi edook

reader dalam membanfu menganalisis rancangan perafuran perundang-undangan.

2

IKU I- RPPUU
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Permasalahan/Xendala/Solusi

Dalam melaksanakan analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang akan

disahkan/ditetapkan oleh Presiden ditemukan permasalahan antara lain:

a. Dalam pelaksanaan analisis terkait permohonan izin prakarsa rancangan perafuran

perundang-undangan kepada Presiden terkendala oleh tidak lengkapnya data dukung

yang disampaikan Kementerian/Lembaga Pemrakarsa, anlara lain penjelasan berupa

urgensi dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup atau

obyek yang akan diatur, dan .langkauan serta arah pengaturan. Terkait perjanjian

intemasional, masih adanya perbedaan pemahaman/persepsi dalam menafsirkan

ketentuan pasal yang mengatur prosedur pengesilhan perjanjian intemasional sehingga

permohonan izin prakarsa. /tkibalnya Pemrakarsa harus mengajukan permohonan ulang

dan proses pengajuan permohonan kedua haltersebut kepada Presiden menjadi tertunda.

Upaya untuk mengalasi kendala tersebut, antara lain:

- melakukan komunikasi dan koordinasi secara lebih intens dengan

kementerianflembaga terkait, khususnya dengan unit kerja yang menangani bidang

hukum dan perundangFundangan di kementerian/lembaga terkait beserta unit

teknisnya. Selain itu dalam rapalrapat pembahasan dilakukan upaya agar

kementerian/lembaga memasukkan rancangan peraturan perundang-undangan

yang hendak dimintakan izin prakarsa kepada Presiden kedalam Program

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, baik di tahun berjalan (tahun 2019)

maupun untuk dimasukkan kedalam Program Penyusunan Peraluran Perundang-

undangan ditahun yang akan datang (2020);

- melaksanakan koordinasi dan klarifkasi dengan Kementerian Hukum dan HAM,

Pemrakarsa, dan kementerian/lembaga lekait guna terpenuhinya prosedur

permohonan izin prakarsa.

- menyamakan pemahaman/persepsi dalam menafsirkan ketentuan yang mengatur

prosedur pengesahan perjanjian intemasional di antara institusi yang memproses

permohonan izin prakarsa dan permohonan pengesahan/penetapan peraturan

perundang-undangan pengesahan perlan.jian internasional

- meminta kepada pemrakarsa melalui surat resmi agar menindaklanjuti permohonan

iln prakarsa Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Presiden
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mengenai pengesahan perjanjian lnternasional yang telah mendapat persetuiuan

Presiden sehingga Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Presiden

tersebul dapat selesai tepat waktu.

b. Dalam pelaksanaan analisis terkait rancangan peraluran perundang-undangan yang akan

disampaikan kepada Presiden untuk disahkan/ditetapkan terkendala oleh masih

terdapatnya permasalahan substansi, teknis penyusunan, dan/atau administrasi yang perlu

dilakukan klarifikasi; dikarenakan tidak optimalnya pembahasan rancangan peraturan

perundang{rndangan pada tingkat Panitia Antar Kementerian daniatau Harmonisasi.

Upaya unfuk mengatasi kendala tersebut, antara lain:

- meningkat<an keikutsertaan dalam rapat pembahasan rancangan perafuran perundang-

undangan pada tingkat Panitia Antar Kementerian dan Harmonisasi.

- melaksanakan koordinasi dan klarifikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM,

Pemrakarsa, dan kementeriantlembaga terkait guna menyelesaikan permasalahan

substantif dan teknis penpsunan (dan adminis{rasi) pada Rancangan Peraturan

Perundang-undangan

- menyamakan pemahaman/persepsi dalam menafsirkan ketenfuan yang mengatur

prosedur pengesahan perianjian intemasional di antara instifusi yang memproses

permohonan pengesahan/penetapan peraturan perundang-undangan pengesahan

perjanjian intemasional dan meminta Pemrakarsa agar pada saat menyampaikan

permohonan pengesahan/penetapan peraturan perundang-undangan pengesahan

perjanjian internasional kepada Presiden dilengkapi dengan semua dokumen yang

diperlukan

- melakukan koordinasi baik secara formal maupun informal terkait kekurangan dokumen

terhadap proses pengajuan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Perafuran Presiden

mengenai pengesahan perjanjian intemasional untuk melengkapi dokumen yang

diperlukan.

c. Permasalahan lainnya dalam pelaksanaan analisis terkait rancangan peraturan

perundang-undangan adalah

- dalam pemberian paraf persefuiuan terfiadap Rancangan Peraturan Perundang-

undangan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga terkait masih membutuhkan waktu

lama (> 30 hari)'
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Upaya untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain:

. melakukan pencantuman batas waktu paraf atau tanggapan terhadap

permohonan paraf yaifu 30 (tiga puluh) hari ke dalam surat Menteri Sekretaris

Negara yang ditujukan kepada Menteri/Kepala Lembaga terkait. Hal ini sesuai

ketenfuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri

Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2017 tetang Tata Cara Penyelesaian RUU,

Rperpu, RPP, Rperpres di Kementerian Sekretariat Negara. (apakah untuk

yang nomor 6 mengatur batas paraf unfuk Keppres dan inpres)

. membangun hubungan yang baik dengan Kementerian/Lembaga dan/atau

instansi lain.

. menyampaikan surat kembali kepada Menteri/Kepala Lembaga dalam hal

permohonan tanggapan.

belum optimalnya peranan unit di kementerian/lembaga yang menangani peraturan

perundang-undangan (khususnya biro hukum). Kekurangsiapan secara konseptual

Kementerian/Lembaga Pemrakarsa dalam penyusunan Rancangan Peraturan

Perundang-undangan

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu mendorong unit di kementerian/lembaga

terkait dalam penyelesaian proses penwsunan peraturan-undangan sesuai prosedur

dan tepat waktu dengan berdasarkan priodtas program legislasi p€nWSunan tttncangan

peraturan perundang-undangan tahunan serta konsisten menghadirkan pejabat yang

berwenang dalam mengambil keputusan.

peserta yang mewakili kementerian/lembaga dalam membahas peraturan perundang-

undangan bergantiganti atau tidak berwenang untuk mengambil keputusan.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain:

. mendorong unit di kementerianilembaga terkait (khususnya biro hukum) untuk

berperan aktif dalam proses penyusunan perafuran perundang-undangan

belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara di

bidang perafuran perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Perafuran

Presiden Nomor 24 Tahun 2015, karena masih adanya tumpang trndih (overlapping)

dengan tugas dan fungsi Sekrelariat Kabinet terkait rancangan peraturan

perundang-undangan
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Upaya untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain:

o meningkat(an koordinasi dan sinergitas di lingkungan lembaga kepresidenan

dalam penyusunan dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-

undangan yang akan dis*kan/ditetapkan Presiden.

1. Capaian Kinerja

lndikator ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas Deputi Bidang Hukum dan Perundang-

undangan dalam memberikan dukungan teknis, adminisfasi, dan analisis dalam penyiapan

pendapat hukum, penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi,

rehabilililasi, eksfadisi, remisi perubahan dari pidana peniara seumur hidup menjadi pidana

sementara, dan nafuralisasi. Fungsi-sungsi yang dijalankan:

a. pelaksanaan analisis, penyelesaian, dan penyiapan RKeppres mengenai grasi, amnesti,

abolisi, rehabililitasi, eksfadisi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi

pidana sementara, dan nafuralismi;

b. pelaksanaan analisis dan penyusunan pendapat hukum terhadap gugatan perdata dan tata

usaha negara, serta gugatan arbitrase internasional kepada Presiden, Wakil Presiden,

dan/atau Menteri, permohonan hak uji materiil perafuran perundang-undangan, serta

permasalahan hukum lainnya;

c. pengharmonisasian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Sekretaris Negara; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Sekreafis Negara.

Outpuf kinerja yang dihasilkan berupa hasil analisis, pendapat hukum dan/atau

penyelesaian administatif terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi,

rehabilitasi, eksfadisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara,

dan naturalisasi yang disamoaikan kepada Menteri Sekretaris Negara. Sedangkan outcorr?e kinerja

yang dihasilkan berupa hasil analisis, pendapat hukum dan/alau penyelesaian adminisbatif terkait

IKU

2

Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan

hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi dan remisi perubahan

pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi yang

ditindaklanjuti oleh Menteil Sekretaris Negan
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litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan

pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang ditindaklaniuti oleh

Menteri Sekretaris Negara. Pada tahun 2019, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan telah

menganalisis 374 perkara/permohonan, dan telah disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh

Menteri Sekretaris Negara.

Analisis, pendapat hukum dan/atau penyelesaian administratif terkait litigasi dan

permasalahan hukum (LPH), grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, eksfadisi, remisi perubahan pidana

penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang dilakukan Deputi Bidang

Hukum dan Perundang-undangan sejak lahun 2015 s.d. 2019 dapat dilihat pada grafil sebagai

berikut:

IKU ll - LPH, Grasi, Amnesti, Remisi, Ekstradisi, dan Naturalisasi
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2. Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1 Litigasi dan Permasalahan Hukum 169

2 Grasi, Amnesti, dan Remisi Perubahan Pidana Penjara Seumur
Hidup Meniadi Pidana Sementara

90

3 Ekstradisi 5

4 Naturalisasi 110

Jumlah 374

No Hasil Analisis dan atau Pendapat Hukum
Jumlah

oermohonan/oerkara
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a. Tersedianya data dukung yang lengkap dan akurat dalam penyusunan dan penyelesaian

rancangan peraturan perundang-undangan;

b. Komibnen pimpinan dalam mendukung penyiapan analisis dan penyelesaian penyusunan

rancangan peraturan perundang-undangan;

c. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja

sama yang baik antar unit kerja terkait;

3. Permasalahan/Xendalarsolusi

a. Dalam melaksanakan analisis terkait litigasi dan permasalahan hukum ditemukan

permasalahan antara lain:

- Tidak semua permohonan perlindungan hukum dilampiri data/berkas yang lengkap

dan ketidakielasan kronologis yang disampaikan pemohon.

Upaya untuk mengatasi kendala tecebut yaitu menggali informasi dan pemenuhan

penambahan data ketjka pemohon pedindungan hukum datang untuk menanyakan

tindak lanjut permohonannya.

- Belum adanya data yang terkoneksi dengan Kelaksaan Republik lndonesia terkait

penanganan gugatan.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu meningkafian pemantauan

persidangan dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung Republik lndonesia serh

insbnsi terkait.

- Belum adanya peraturan pelaksana dan persamaam pemepsi di lingkungan

akademisi (ahli), praktisi, dan hakim Pengadilan Tala Usaha Negara dalam prosedur

banding administasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 tenlang Administrasi Pemerintahan.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu berkonsultasi dengan ahli serh

mengadakan Focus Grup Discussion (FGD) terkait pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administasi Pemerintahan.

- Terdapahya peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 terkait pengajuan

perbuabn melawan hukum pemerintah yang diajukan oleh masyarakat yang

diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara yang pengaturan teknisnya belum ielas.
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Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu pada saat persidangan terkait gugatan

permohonan perbuatan melawan hukum pemerintah di Pengadilan Tata Usaha

Negara mengajukan penielasan terkait teknis dan prosedur bera€ranya.

- Belum adanya pelatihan-pelatihan terkait litigasi, nonlitigasi, dan hak uji materiil

yang sangat dibutuhkan guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia

(SDM) yang ada, sehingga penanganan gugatan, hak uji materiil, bantuan hukum

dan konsultasi hukum di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dapat

terlaksana dengan optimal, khususnya dalam hal beracara persidangan di

pengadilan.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu mengaiukan pelatihan-pelatihan yang

dibutuhkan kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Dalam melaksanakan analisis terkait amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan remisi perubahan

pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, ekstradisi, dan naturalisasi

ditemukan permasalahan antara lain:

- Belum adanya peraturan organik sebagai pelaksanaan Pasal 14 Undang-Undang

Dasar Rl Tahun 1945 yang mengatur prosedur dan penyelesaian terkait amnesti,

abolisi, rehabilitasi yang berdampak pada tidak adanya kepastian hukum bagi para

pemohon, misalnya batas waKu proses penyelesaian permohonannya, bentuk

keputusan atas permohonan.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu melaksanakan koordinasi antar

instansi terkait, dan pelaksanaan kebijakan Presiden.

- Kesulitan untuk memprediksi waKu yang diperlukan untuk mendapat(an Penetapan

Pengadilan atas permohonan eksbadisi yang diajukan dan Penetapan Pengadilan

harus dilampirkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada saat

mengaiukan Rancangan Keputusan Presiden kepada Presiden untuk ditetapkan.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu berkoordinasi dengan lembaga terkait,

unfuk segera melakukan sidang guna mendapad<an penetapan pengadilan atas

permohonan ekstradisi yang diajukan oleh Negara Peminta.

- Tldak semua permohonan pewarganegaraan Rl yang diajukan kepada Presiden

didukung dengan data yang akurat, sehingga setelah ditetapkannya Keputusan

b
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Presiden terkait Kewarganegaraan Rl, beberapa pemohon mengajukan

permohonan perubahan data atas Kepufusan Presiden dimaksud.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu melaksanakan koordinasi dan

klarifikasi dengan instansi pengusul, terkait data yang disampaikan kepada

Kementerian Sekretariat Negara.

Tidak lengkapnya informasi pelaksanaan sumpah pemohon pewarganegaraan Rl

yang telah mendapat(an Keputusan Presiden dari instansi terkait, sebagai fungsi

konfol terhadap kemungkinan adanya Keputusan Presiden batal demi hukum

sebagai konsekuensi tidak dilaksanakannya sumpah dimaksud tanpa alasan yang

sah dalam batas waktu yang telah ditetapkan ketentuan perafuran perundang-

undangan.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu melaksanakan koordinasi dengan

instansi terkait guna penyampaian berita acara sumpah dan berita acara terkait

warga negara asing yang telah menjadi warga negara lndonesia melalui

naturalisasi.

1. Capaian Kinerja

lndikator ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas Deputi Bidang Hukum dan Perundang-

undangan dalam memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelesaian

administratif rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkaniditetapkan oleh

Presiden. Fungsi-fungsi yang dijalankan:

a. pelaksanaan analisis dalam penyelesaian RPPUU;

b. pemberian nomor, pendisfibusian, publikasi, dan pendokumentasian PPUU; dan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Sekreafis Negara.

Output yang dihasilkan berupa rancangan perafuran perundang-undangan yang akan

disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang adminisfatifnya telah diselesaikan. Sedangkan outcome

kineria yang dihasilkan berupa rancangan peraturan perundang-undangan yang disahkan/ditetapkan

oleh Presiden.

IKU

3

Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan

disahkanldltetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan
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1 RUU yang akan disahkan menjadi UU 24

2 RPerpu yang akan ditetapkan menjadi Perpu 0

a RPP yang akan ditetapkan menjadi PP 90

4 RPerpres yang akan ditetapkan menjadi Perpres B1

5 RKeppres yang akan ditetapkan menjadi Keppres 16

6 Rlnpres yang akan ditetapkan menjadi Inpres 1

Jumlah 212

Penyelesaian adminifatjf atas RPPUU yang dilakukan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-

undangan sejak tahun 2015 s.d. 2019 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

IKU lll - Penyelesaian Administratif RPPUU
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2. FaKor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

a. Tersedianya data dukung yang lengkap dan akurat dalam penyusunan dan penyelesaian

rancangan peraturan perundang-undangan;

b. Komirnen pimpinan dalam mendukung penyiapan analisis dan penyelesaian penyusunan

rancangan peraturan perundang-undangan;

No Jenis Rancangan Jumlah

mn
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c. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan komitnen yang tinggi serta kerja

sama yang baik antar unit kerja terkait;

d. Dukungan system informasi penyebarluasan informasi peraluran perundang-undangan

(ldih.seheg.go.id).

3. Permasalahan/Kendala/Solusi

Permasalahan yang dihadapi berupa:

a. Kurangnya ruang penyimpanan arsip.

Upaya unfuk mengatasi kendala tersebut yaitu memanfaat<an ruang keria yang ada guna

penyimpanan arsip dengan penataan yang terjaga serta memindahkan arsip yang masa

aktifnya telah selesai ke unit kearsipan.

b. Belum terdapat sistem database yang terintegrmi dengan Pimpinan, sehingga masih

terdapat kendala dalam memenuhi kebutuhan data yang bersifat insidental.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu sigap dalam pencarian data dengan

mengedepankan ketepalan data.

D. PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

1. Perbandingan antara Realisasi dan Target Kinerja Tahun 20'19

Sebagaimana data yang telah tersaji, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan

telah mencapai kinerja 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan di awal tahun 2019,

alau dengan kata lain bahwa Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan telah dapat

merealisasikan target kineria yang ditentukan. Berikut perbandingan antara realisasi dan target

kineria tahun 2019, sebagaimana tabel:

Tabel

Perbandingan antara Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2019

Sasaran
Strategis

Tuluan
Strategis lndikator Kineria Target Realisasi Keterangan

Meningkatnya
kualitas analisis
dan
penyelesaian izin
prakarsa dan

Terselenggaranya
analisis dan
penyelesaian izin
prakarsa,

rancanqan

1

Persentase hasil
analisis Rancangan
Peraturan Perundang-
undangan yang

ditindaklaniuti oleh

100%

/Target kinerja terealisasi
100%

r' Odpu|Ortcune
analisis atas 399 RPPUU
telah ditindaklanjuti

1000/"
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penyelesaian

rancangan
peraturan
perundang-

undangan,
penyiapan
pendapat hukum

terkait litigasi

dan
permasalahan

hukum, grasi,

amnesti, abolisi,

rehabilitas,

ekstradisi, remisi
perubahan
pidana penjara

seumur hidup
menjadi pidana

sementara, dan

nafuralisasi

peraturan
perundang-

undangan, serta
penyiapan
pendapat hukum
yang cepat dan
akurat deh
Deputi Bidang
Hukum dan

Perundang-

undangan kepada
Menteri
Sekretaris Negara

Menteri
Neqara

Sekretaris |\,,4 enteri.

2

Persenlase hasil
analisis dan pendapat

hukum terkait litigasi
dan permasalahan

hukum, grasi, amnesti,
abolisi, rehabilitasi,

ekstradid, rcmisi
perubahan pidana
peniara seumur hidup
menjadi pidana

sementara, dan

naturalisasi yang

ditindaklanjuti oleh
Menteri Sekretaris
Neqara.

100% 100%

/Target kinerja terealisasi
100?/o

r' OdpdlOdwne:374
hasil analisis dan
pendapat hukum telah

ditindaldanjuti Menteri.

3

Persentase
Rancengan Peraluran
Perundang-undangan
yang akan disahkan/
ditetapkan oleh
Presiden yang

administratifnya telah
diselesaikan.

100% 100%

/Target kineria terealisasi
100%

/ Ottptt/Od@ne.
212 RPUU yang

adminislratifnya telah
diselesaikan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan Tahun Lalu

Selanluhya relisasi kineria tahun 2019 bila dibandingkan dengan tahun lalu dapat dilihat

pada table berikut:

Tabel
Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019

Sasann
Strategis:

Tujuan
Strategis:

lndikdor Kineria
2018 2019

T R Capaian T R Capaian

Meningkatrya
kualitas analbb
dan
penyelesaian

izin prakaBa

dan
penyelesaian

Encangan

TerselenggaEn
ya analbb dan
penyelesaian

izin prakaEa,

Emcangan
peraturan
perundang-

undanqan,

PeEentase hasil

analisis Rancangan
PeEturan
Perundang-

undangan yang

ditindaklanjdi oleh
Meateri Sekretaris
Neqara.

00% 00% / Target kineda
terealisasi 1 009'0

/ Odpdl
OLficona:

analisis das 407
RPUU

ditindakhniuti
Mentei.

1Wo 100% / Target kinerja

terealisasi 1 000/0

/ Ortptl/ Outcom:
analisis atas 399
RPPUU

ditindaklanjuti
Mented.

tl
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3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019dan Target Jangka Menengah

Berdasarkan hasil pengukuran kineria, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan

berhasil mewujudkan Sasaran Strategis (sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun

2019) dan juga mewujudkan Tujuan Strategis (tahun ke-S dalam periode Renstra 2015-20'19),

sebagaimana tergambarkan dalam tabel berikut:

Sasaran
Strategis

peraturan

perundang-

undangan,
penyiapan
pendapat

hukum terkait
litigasi dan
permasalahan

hukum, grasi,

amnesti, abolisi,
rehabilitasi,

ekdradisi,
remisi
perubahan
pidana penjara

seumur hidup

menjadi pidana

sementara, dan

naturalisasi.

Tuiuan
Strategis

se(a penyiapan

pendapat

hukum yang

cepat dan

akurat oleh
Deputi Bidang

Hukum dan
Perundang-

undangan

kepada Menteri

Sekretaris

Negara.

R Capaian R Capaian

2. Persentae hasil

analisis dan
pendapat hukum

terkait litigasi dan
permasalahan

hukum, grasi,

amnesti, abolbi,
rehabilitasi,

ekstradisi, remisi
perubahan pidana

penjara seumur
hidup menjadi
pidana semenlara,
dan naturalisasi
yang ditindaklanjuti
oleh Menteri

Sekrctaris Negara.

1@o/o 100% / Target kinerja
terealisasil00%

/ ottrpuUorlcome:
729 hasil analisis

dan pendapat

hukum telah

ditindaklanjuti

Menteri.

100% '100% / TaEet kinerja
terealisasi 1006

{ Ottpd/Ancan}e:
374 hasil analisis

dan pendapat

hukum

ditindaklanjuti

Menteri.

3. Persentae
Rancangan
Peraturan

Perundang-
undangan yang

akan disahkan/

ditetapkan oleh
Presiden yang

dminislratifrya
telah disdesaikan.

'100% 100% r'faqel kinerja
terealisasi '100%

/ Oulpuuodcome:
225 RPUU yang

adminislratifnya
telah

diselesaikan.

1@va 100% r' Target kinerja

terealisasi 100/6
t ottpt odcone'.

212 RPUU
yang

administratifrya
telah

diselesaikan.

Sasaran Strateqis:
Meningkatnya kualitas analbb dan penyelBaian iln prakarsa dan p€ryelesaian rarEangan peraturan perundang-undangan, penyiapan

pendapal hukum terkait libgasi dan permasahhan h*um, grasi, amnedi, abolbi, rehabililasi, ekstradisi, rembi perubahan pidana penjara

seumur hiduD meniadi ridana sementara. dan naturdlis6i.

Tuiuan SrHeqk:
Terselenggaranya analisb dan penyelesaian izin praka6a, rancangan peEturan perundang-undangan, seda penyiapan pendapat hukum yang

cepd dan *urat oleh Deputi B rang Hukun dan Perurdang{ndangan kepada Menteri Sekretaft Negara.

lndil(ator Kine.ja m15 mt6 m17 201E 2019
Atumulci s.d.

Tahun ke6
Pe6eit6e hasl
andbb
RaicaEan
Peratulan
Perundae-
undaqan yaE
dtindaklanjdi deh
Menteri Sekdarb
Ne0ara.

r' Taqet tercdbGi
100%

/ Odpttlott@tie:
andbb atas mg
RPUU

dftindaldanjdi
Merted.

r' Tagd tercdis6i
1m%

/ Od0tt/Ott@r,F-:
andbb d6 3,40

RPUU

d hdaldanjdi
Me{ned.

/ Taed te.edbasi
1W/ OrlprtlOrlcorc:
andbb d6
303 RPUU

dlindaldanjuti
Meded.

/ TaEet tetldbasi
100%

r' Ortql/Odarne:
andbb aEs 407
RPUU

dlindaldanjuti
Mented.

r' TaEd kineda

tercdbBsi 1 00%
r odptt/ odcone

andbb d6 399

RPPUU

dilindaHanjtr[i
Mented.

r' Taqd kineda

terPibasi 1 m%
r' odpttl Odcone

andbb das
1,658 RPPUU

ditindaklanj'ni
Mented.
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Sasaran Sbategisl
Meningkabrya kualit6 analbb dan penyelesahn inn prakarsa dan penyelesaian ftmcangan peratuErn perundang-undangan, penyiapan

perdapat hukum terkait litigasi dal permasahhan h*um, grasi, amnedi, abolbi, rehabilitasi, ek$radisi, remisi perubahan pidana penjara

seumur hidup meniadi pidana sementaE, dan naturalisasi.

Tuiuan Sffieqis:
Terselenggaranya analisb dan psyelesaian izin prakaca, Encangan perduran perundang-urdangan, seda penyiapan pendapat hukum yang

cepat dan d(urat oldr DeMi Bidang Hukum dan Pe{undangrundangan kepada Mented Sekretarb Negara.

lndil€tor Kineda 201 5 2016 m1l mt8 2l}19
Akumulasis.d

Tahun kes
2. PeEentase hasl

andbb tun
pendapa( hukun
te*al lltasi dal
pem6dalEn
huk n, grdsi,

ann€sti, abdbi,
rctEblitasi,
ekstradbi, rsnbi
perubahan pirana
penlara sermur
hijup meniadi
piiam ssnedara,
dan n€turdisGi
yarE ditindatjanjuti
deh Menteri

Se{seta.b Neqara.

/ Taqd teledis6i
100%

/ OrlprtlOdane:
256 t6i ardbb
dan p€{rdapd

hukun Ud!
ditinda*lanjdi
Merted.

r' Talld teredbasi
100%

/ Ortptl/Orlc*te:
566 hasl andbb
dan pendapd
hukun tdah
dlindaklanjdi
Meded.

r' Taqd teEdbasi
100%

/ odprtloda ne.
5,82 h6i andbb
dan pernapd
hukun tdah
ditindaUanj!ti
Merted.

r' Taed tercdisai
'100%

t OtlpttlOdcorc:
729 tEst andbb
dan pendapd
hukun tdah
ditindatlanj'li
Meited.

r' TaEd kine*a
teredbGi10096

t Odprl/Odcqne:
374 h6i andbb
dan perdapat

hukun
ditindauanjdi
Merneri.

r' Tamet kineria
teledbai 100%

t Odpd/Odcone:
2.507 hasl
andbb dan
perdapat hukun
ditindaldanjL{i

Mmteri.

3. Pe6edase
Rancar€an
Peraturan

PeruodaE-
urdangan yaE
akan dbahkad
ditdapkan deh
P@skjen yarE

adminbtr.tifnya
tdah dbdesaikan.

r' TaEd lercdbasi
rm%

/ OdprtlOdcurc:
209 RPUU yarg
a&ninirtrlifrya
tdah
dbd€saikan.

r' TaEd teledb6i
100%

{ Odptt/Odcorre:
218 RPUU yalE
adninistdifrva
ld.h
dbdesaikan.

r' TaEet teredbBi
100q6

{ Odp,llottcone:
210 RPUU yarE

adminbtraiilnya
tdah
dbdesaikan.

r' TaEet teredbasi
't0016

{ odprllodanre:
225 RPUU yaE
adminbtrdifiya
tdah
disdGaikan.

r' Taqet kineria

leredbesi 1 m%
r' OdNt/Od@n€.

212 RPUU yaru
dminislrd ilnya
dbdesaikan.

r' TaEet kinedir

teEdbasil00%
r' Odptllodconei

1.074 RPUU yaru
adminbtrdfifnya
dbdesaikan.
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E, AKUNTABILITASKEUANGAN

Dalam rangka mendukung proses pencapaian kinerja, Deputi Bidang Hukum dan

Perundang-undangan menyampaikan usulan kebutuhan anggaran, sebagaimana tertera pada

dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut akuntabilitas keuangan dalam rangka mendukung pencapaian

kinerja untuk masing-masing indicator kinerja:

IKU l: lndikator "Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan

yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara"

BAB IE AT<UNTABIT,ITAS KINERJA 31



Kinerja Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Tahun 2 0 1 9Laporan

Dalam rangka mendukung proses pencapaian kinerja, Deputi Bidang Hukum dan

Perundang-undangan menyampaikan usulan kebutuhan anggaran yang digunakan untuk

menghadiri rapalrapat pembahasan dan juga membiayai kegiatan pemanhuan penyusunan

peraturan perundang-undangan. Anggaran yang disetuiui tertuang dalam Dafhr lsian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Kementerian Sekratariat Negara. Total alokasi anggaran yang tersedia pada tahun

2019 sebesar Rp854.615.000,00 dan dalam tahun berjalan telah terserap sebesar

Rp757.932.387,00 atau 8570 dari total anggaran yang disediakan.

Akuntabilitas anggaran Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan sejak tahun 2015

s.d. 2019 sebagaiamana grafik berikut:

1.600.000.000

1.400.000.000

1.200.000.0@

1.0{n.m0.000

800.000.000

600-000.000

400.m0.000

200.000.000

0

r 2015

r 2016

.2017

.2018
I 2019

Anggaran

510.532.000

745.596.0@

1.475.674.W

844.740.000

854.515.0@

Realisasi

225.425.400

6t9.177.O87

913.041.709

117.O10.5t3

7s7.932.387

IKU II: lndikator "Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan

permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi dan remisi

perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi

yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara"

Dalam rangka mendukung proses pencapaian kineria, Deputi Bidang Hukum dan

Perundang-undangan menyampaikan usulan kebutuhan anggaltrn yang digunakan untuk

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan guna mendukung penyiapan analisis dan pendapat hukum

terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesli, abolisi, rehabilitasi, ekstadisi dan remisi

perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi, Anggaran

yang disetujui tertuang dalam Dafhr lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Sekratariat

IKU I - Anggaran
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Negara. Total alokasi anggaran sebesar Rp629.774.000,00 dan selama tahun 2019 terserap

sebesar Rp535.591.492,00 (85%).

Akuntabilitas anggaran Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan sejak tahun 2015

s.d. 2019 sebagai berikut:

IKU ll - Anggaran

1.400.000.000

1.000.000.000

800.000.000

600.000.000

400.000.000

700.000.o00

0

r 2015

2016

.2077
! 2018

r 2019

Anggara n

1.193.352.000

489.030.000

738.773.000

460.854.C[X)

629.774.W0

Realisasi

541.454.082

460.s09.098

629.359.103

N4.995.607

535.591.492

IKU lll: lndikator "Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan

disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratif nya telah diselesaikan"

Dalam rangka mendukung proses pencapaian kinerja, Deputi Bidang Hukum dan

Perundang-undangan menyampaikan usulan kebutuhan anggaran yang digunakan untuk

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan guna mendukung penyelesaian administratif rancangan

perafuran perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden. Anggaran yang

disetujui tertuang dalam Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Sekratariat

Negara. Total alokasi anggaran sebesar Rp157.242.000,00 dan selama tahun 2019 terserap

sebesar Rp1 20.040.671,00 (76%).

1.200.000.000
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Akuntabilitas anggaran Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan sejak tahun 2015

s.d. 2019 sebagai berikut

IKU lll - Anggaran

250.000.000

200.000.000

1s0.000.000

100.000.000 I

50.000.o00

0

r 2015

r 2016

.2017
r 2018

r 2019

Realisasi

0

721.047.477

208.430.s14

L24.412.650

770.O40.671

Angga ran

0

122.611.000

221.977.0OO

149.4s6.000

757.242.W

F. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam pemanfaatan sumber daya guna pencapaian kinerja, selain memanfaatkan sarana

dan prasarana kantor yang telah disediakan, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan telah

melaksanakan efisiensi sumber daya sebagaimana table berikut:

lndikator Kinerja Anggaran Sumber Daya Manusia

'1. Persentase hasil analisis Rancangan
Peraturan PerundangFundangan yang

ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris
Negara.

r'Tersedia: Rp854.61 5.000,00
/Terealisasi: Rp757.932.387,00

(8e%)

/Kondisi ideal berdasarkan peta

jabatan, sebanyak 148 orang.
/Kondisi ril sebanyak 79 orang

(53%).

BAB IA AT<UNTABIT,ITAS ITUVER.'A 34



Woran Kinerja Deputi Bidang Huktm dan Perundang-undangan Tahun 2019

Jumlah sumber daya anggaran atau dengan kata lain alokasi pagu anggaran Deputi Bidang

Hukum dan Perundang-undangan Tahun 20'19 yang dibutuhkan guna mendukung pelaksananaan

kegiatan adalah Rpl.64'1.631.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.413.564.550,00 (867d. Tidak

terserapnya annggaran secara keseluruhan disebabkan antara lain:

L Beberapa undangan dari kementerian/lembaga untuk pembahasan rancangan peraturan

perundang+ndangan disampaikan mendadak atau pada hari pelaksanaan kegiatan sehingga

tidak ada waktu menyiapkan Surat Pefalanan Dinas atau bahkan tidak menghadiri undangan

dimaksud;

2. Beberapa kegiatan persidangan dilaksanakan di akhir tahun dan mendadak, koordinasi yang

dilakukan juga berbenturan dengan masa berakhimya tahun anggaran, sehingga tidak ada

wakfu menyiapkan Surat Perjalanan Dinas atau bahkan tidak menghadiri persidangan

dimaksud; dan

3. Beberapa recana kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan pertimbangan urgensi dan skala

prioritas.

Jumlah sumber daya manusia Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan sebanyak

79 orang. Perlu diketahui bahwa berdasarkan peta jabatan, kondisi ideal jumlah sumber daya

manusia yang dibutuhkan guna mendukung pelaksananaan kegiatan adalah sebanyak 148 orang,

sehingga terdapat gap sebesar + 47%. Meskipun dalam kondisi tersebut target kinerja dapat

terpenuhi, namun kondisi ideal sangatah diharapkan ddam rangka meningkat<an mutu kerja sesual

Standar Pelayanan.

lndikator Nineria Anggaran Sumber Daya ltanusia

2. Persentase hasil analisis dan pendapat

hukum terkait litigasi dan permasalahan

hukum, grasi, amnesti, abdisi, rehabilitasi,
eksfadisi, remisi perubahan ddana
penjara seumur hidup meniadi ddana
sementara, dan naturalisasi yang

ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris
Negara.

r'Tersedia: Rp629.74.000,00.
r'Terealisasi: Rp535.591.492,00

(85%).

r'Kondisi ideal berdasarkan peta
jabatan, sebanyak 19 orang.

r'Kondisi ril sebanyak 10 orang
(s2%\.

3. Persentase Rancangan Peraturan
Perundang-undangan yang akan
disahkan/ditetapkan deh Presiden yang

administratif nya telah diselesaikan.

/Tersedia: Rp'l 57.242.000,00.
/Terealisasi: Rp120.040.671,00

(76%),

r'Kondisi ideal berdasarkan peta
jabatan, sebanyak 148 orang.

/Kondisi riil sebanyak 79 orang
(53%).
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G. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

lnformasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 telah dimanfaatkan

antara lain:

1. meningkatkan kualitas odpd yang dihasilkan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membanfu Menteri Sekretaris Negara dalam

memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam

menyelenggarakan kekuasaan negara

2. menjadi stimulus dalam pencapaian target kinerja tahun 2019

3. menpsun rencana kinerja dan kebutuhan anggaran tahun 2019

H. KINERJALAINNYA

1. Debirokratisasi

Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 20'19 tentang

Pemberian Mandat kepada Menteri Sekretaris Negara untuk Menerbifl<an Surat Kuasa

Khusus atas nama Presiden dalam Penguiian Undang-Undang di Mahkamah Konstihrsi

dan Peraturan Perundangundangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung

yang memberikan mandat kepada Menteri Sekretaris Negara untuk menerbitkan Surat

Kuasa Khusus atas nama Presiden kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,

menteri dan/atau pejabat setingkat menteri untuk mewakili Presiden dalam:

a) menangani pengujian Undang-Undnag di Mahkamah Konstitusi atau

b) memberikan jawaban Termohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan

di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung.

Keputusan Presiden tersebut untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1)dan Pasal

I ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengujian

Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Perahrran Perundang-undangan di bawah

Undang-Undang di Mahkamah Agung oleh Pemerintah.

2. Digitalisasi

- pembangunan sistem informasi pendukung analisis rancangan peraturan

perundang-undangan.
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- pembangunan sistem informasi pendukung analisis hukum terkait

kewarganegaraan.

- pembangunan sistem informasi pendukung penyebarluasan peraturan perundang-

undangan 0dih.seheg.go.id).

3. Sinergi

- peran serta Deputi Bidang Hukum dan Perundangundangan dalam Tim Perumusan

Prognam Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Perafuran Presiden (Progsun PP

dan Progsun Perpres).

- peran serta Deputi Eidang Hukum dan Perundang-undangan dalam Tim

Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

- peran serta Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam Tim Pemeriksa

dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil Kemenlerian

Sekretariat Negara

- peran serta Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam pelaksanaan

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Sekretariat

Negara.

- peran serta Deputi Bidang Hukum dan Perundangundangan dalam penelilian

pewarganegaraan.

I. TINDAK LANJUT REKOMENDASI

Depuli Bidang Hukum dan Perundang-undangan telah menindaklanjuti rekomendasi hasil

evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan tahun 2018 oleh Tim

Evaluas Akuntabilitas Kinerja melalui beberapa kegiatan sebagaimana tabel berikut:

-

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-

undangan telah menyajikan informasi kendala

dan solusi dalam Pemantauan Rencana Aksi

yang informatif dan komprehensif

Pemantauan terhadap Rencana Aksi

menyajikan informasi kendala dan solusi yang

informatif dan komprehensif.

Rekomendasi Kegiatan
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Laporan Kinerja agar menyajikan tindak lanjut

rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas

kineria tahun sebelumnya.

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-

undangan telah menindaklanjuti rekomendasi

hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2018

dan menyajikannya dalam Laporan Kinerja

Tahun 2019

Laporan Kinerja agar menya,iikan tindak lanjut

kendala pada Laporan Kineria tahun

sebelumnya.

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-

undangan telah menyajikan tindak lanlut

kendala pada tahun 2018 dalam Laporan

Kinerla Tahun 2019

Sistematika Laporan Kinerja Eselon ll disusun

sesuai dengan panduan.

Eselon ll telah menyusun Laporan Kineria

sesuai dengan sistematika yang berlaku

Dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut Deputi Bidang Hukum dan Perundang

undangan berkoordinasi dengan Biro organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja, Deputi

Bidang Administrasi Aparatur selaku pembina Akunlabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian

Sekretariat Negara.
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BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi mandiri (sef assesmenfl atas capaian kinerja dan penggunaan

anggaran, dilaporkan bahwa Depuli Bidang Hukum dan Perundang-undangan telah mampu

mewujudkan tujuan dan sasaran stralegis yang telah ditetapkan. Target kinerla berhasil tercapai 10070

dan anggaran yang digunakan sebesar 86%.

Berdasarkan pengukuran kineria, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan berhasil

mewuiudkan s.lsaran strategis yang telah ditetapkan.

Adapun output/ourcome yang telah dihasilkandi tahun 2019 yaitu

IKU I Sebanyak 399 hasil analisis atas RPPUU ditindaklanjuti Menteri. Alokasi anggaran sebesar

Rp854.61 5.000,00 terealisai Rp757.932.387,00 (89%).

IKU II Sebanyak 374 hasil analisis dan pendapat hukum ditindaklanjuti Menteri. Alokasi anggaran

sebesar Rp629.774.000,00 terealismi Rp535.591.492,00 (857d.

IKU lll : Sebanyak 212 RPUU yang adminisfatifnya diselesaikan. Alokasi anggaran sebesar

Rp1 57.242.000,00 terealisasi Rp1 20.040.671,00 (76%).

Dalam pelaksanaannya, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan masih dihadapkan

pada kendala dalam menganalisis, kendala dalam hal teknis, dan kendala dalam hal adminisfatjf, serta

pemenuhan sumber daya manusia (sesuai kebufuhan organisasi). Namun hingga saat ini kendala

tersebut diupayakan untuk diatasi dengan dukungan dan kerjasama serta komifnen pegarai Deputi

Bidang Hukum dan Perundang-undangan daniatau bersama pihak terkait.

BAB IV Perutdtp 39
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B. UPAYA KE DEPAN

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Hukum dan Perundang-

undangan, upaya yang akan dilakukan pada tahun 2020, antara lain:

1 . mengupayakan agar fugas dan fungsi organisasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien

serta konsisten sesuai dengan Perafuran Presiden Nomor 24 Tahun 20'15 tentang Kementerian

Sekretariat Negara dan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perafuran

Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Sekretariat Negara;

2. terus berupaya melakukan inovasi dan optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi

dan komunikasi unfuk meningkat<an pencapaian kineria unit kerja di lingkungan Deputi Bidang

Hukum dan Perundang-undangan;

3. membangun sistem informasi yang terintegrasi serta dapat menyajikan data dan informasi

secara cepat, tepat, lengkap, dan akurat sebagai bahan pengambilan keputusantkebilakan bagi

pimpinan; dan

4. meningkafl<an kualitas manajemen pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia

sesuai kebufuhan dan tunfutan organisasi.

BAB IV 40
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LAMPIRAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Tahun 2019

Kegiatan

1. Pelaksanaan Analisis dan Penydesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang
Perekonomian

2. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang{ndangan Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

3. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang
Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

4. Pelaksanaan Analisis dan Penydesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan

5. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraluran Perundang-undangan Bidang
Perjanjian lntemasional, Litigasi dan Permasalahan Hukum, Ekstradisi, Prerogatif,

dan Naturalisasi, serta Pengadministrasian Peraturan Perundang-undangan

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Anggaran

Rp 137.954.000

Rp 308.320.000

Rp 114.202.000

Rp 870.811.000

Sasaran Strdegis lnditator Kinerja Target

Meningkatnya kualitas analisis dan
penyelesaian izin prakarsa dan
penyelesaian rancangan peraturan

perundang-undangan, penyiapan
pendapat hukum terkait litigasi dan
permasalahan hukum, grasi,

amnesti, abolis, rehabilitasi,

ekstradisi, remisi perubahan
pidana penjara seumur hidup
menjadi pidana sementara, dan

naturalisasi.

1. PersentasehasilanalisisRancangan Peraturan Perundang-
undangan yang ditindaklanjuti oleh lrenteri Sekretaris
Negara.

100o/o

100%

3. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang

akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang

administratf nya telah diselesaikan.

100%

*rna Djaman

Rp 210.344.000

2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi

dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi,

rehabilitasi, ekstradisi dan remisi perubahan pidana penjara

seumur hidup menjadi prdana sernentara dan naturalisasi
yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara

Ia.ntDir?'n 47
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B, PENGUKURAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA

DEPUTIBIDANG HUKUM DAN PERUNDANG.UNDANGAN TAHUN 2019

Unit Oganisasi Eselon I

Tahun Anggaran

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan

2019

Sasann Strategis lndikator Kineria Target Realisasi Capaian

l/eningkatnya kualitas
analisis dan penyelesaian izin
prakarsa dan penyelesaian

rancangan peraturan

perundang-undangan,
penyiapan pendapat hukum
terkait litigasi dan
permasalahan hukum, grasi,

amnesti, abolisi, rehabilitasi,

ekstradisi, remiS perubahan
pidana penjara seumur hidup
menjadi pidana sementara,

dan naturalisasi.

Persentase hasil analisis
Rancangan Peraturan
Perundang-undangan yang

ditindaklanjuti oleh Menteri
Sekretaris Negara.

100% 100% /Target kinEa terealisasi 100%
/ Outputlottc ne analisis atas

399 RPPUU telah

ditindaklanjuti Menteri
r'Anggaran tersedia:

Rp8s4.615.000,00

Terealisasi : Rp757.932.387,00
(89%)

2. Persentase hasil analisis dan
pendapat hukum terkait litigasi
dan permasalahan hukum,
grasi, amnesti, abolisi,

rehabilitasi, eksfadisi dan

remisi perubahan pidana
penjara seumur hidup menjadi
pidana sementara dan

naturalisasi yang ditindaklanjuti
oleh l/enteri Sekretaris
Negara.

100% 100% r'Target kinerja terealisasi 100%
r' Ou$d/Ot-t@ne.37 4 hasil

analisis dan pendapat hukum
telah ditindaklanjuti Menteri

/Anggaran tersedia
RS29 774.000,00.

Terealisasi: Rp535.591.492,00
(85%).

3. Persentaserancangan
peraturan perundang-

undangan yang akan

disahkan/ditetapkan oleh

Presiden yang administratifnya
telah diselesaikan.

100% 100% /Target kinerja terealisasi 100%
r' Odpd/Od@ne:212RPUU

yang administratifnya telah
diselesaikan

/Anggaran tersedia:
Rp1 57.242.000,00.Terealisasi:
Rp120.040.671,00 (76%).

Jumlah Anggaran Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepadaPresiden dan Wakil Presiden Tahun

2019:Rp1.455.050,00.

Jumlah Realisasi Anggaran Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan WakilPresiden

Tahun 2019 : Rp'l.306.478.772,00.

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

laporan Kineria DeDuti Bidano

r-voia s/anna oiaman

42
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C. CAPAIAN INDIKATOR KIilERJA UTAiIA

1. Capaian lndikator lftama I

Berupa 399 hasil analisis atas RPPUU ditindaklanjuti Menteri, antara lain:

a. Rancangan Perafu ran Perundang-undangan Bidang Perekonomian:

No.

1

Rancangan

Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Atas
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun
Anqgaran 2018

Jumlah
Analisis

1

2. Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air 1

J. Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan
Belania Neqara Tahun Anqqaran 2020

1

4 Rancanoan Undanq-Undano tentano Ekonomi Kreatif 1

5 Rancangan Undang-Undang tentang Karantina Hewan, lkan, dan
Tumbuhan

1

6 Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Budi Daya Pertanian

Berkelanjutan
1

7 Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 15

Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuanqan
1

Rancangan Undang-Undang tentang Bea Meterai
1

I Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpaiakan

1

10.
1

11. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentanq Pertambanqan Mineral dan Batubara

1

12. Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya

1

13. Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat

I

14. Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran 1

15. Rancangan Undano-Undano tentano Sanitasi 1

16. Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan 1

17. Rancanoan Undanq-Undano tentanq Kewirausahaan Nasional 1

18. Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara 1

19.

1

Ran Un tenta Desain lndustri

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengenaan Sanksi
Administratif kepada Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan
Pendaftaran Gudano

1

1

2 Rancanqan Peraturan Pemerintah tentanq Perdaganqan Perbatasan 1

3 Rancangan Peraluran Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentanq Penqenaan Sanksi

1

RUU

8.

Rancangan Undang-Undang tentang Pembahsan Transaksi Uang
Kartal

RPP

La,mpiron 43
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Rancangan

Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan

Rancangan Perafuran Pemerintah tentang Pencabuhn Peraturan

Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di

Bidanq Pasar Modal

1

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang KebUakan Dasar

Pembiayaan Ekspor Nasional
'1

6 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan

Modal Negara Republik lndonesia ke Dalam Modal Lembaga

Pembiayaan Ekspor lndonesia

1

7 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan

Kena Paiak dan Pelunasan Paiak Penghasilan dalam Tahun Berjalan

1

8 Rancangan Perafuran Pemerintah tentang Pemberdayaan Lembaga

Jasa Keuangan dan Pelaksanaan Kemudahan dan/atau Banfuan

Pembiayaan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Besaran dan Penggunaan

luran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi

melalui Pipa

1

10. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan lnformasi

Geospasial
11

1

12 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan

Modal Negara Republik lndonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan

Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

1

Rancangan Perafuran Pemerintah tenlang Jenis dan Tarif atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Arsip Nasional

Republik lndonesia

1

14 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Komisi

Pemberantasan Korupsi

1

15. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor '16 Tahun 2009 tentang Paiak

Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi

,1

to. Rancangan Peraturan Pemerintah tenlang Perubahan alas Peraturan

Pemerintah Nomor 48 Tahun 20'18 tentang Tata Cara Pemberian Hibah

kepada Pemerintah Asinq/Lembaqa Asinq

1

17. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan

Modal Negara Republik lndonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan

Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial

1

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan
Modal Negara Republik lndonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

1

Lampirtrt 44

ilo.
Jumlah
Analisis

4.

1

9.

'1

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang lmpor dan Penyerahan Alat

Angkutan Tertenfu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena

Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak

Pertambahan Nilai

18.
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No.
Jumlah
Analisis

10 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan

Modal Negara Republik lndonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Hutama Karya

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tenlang Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

1

21 Rancanqan Peraturan Pemerintah tentanq lnvestasi Pemenntah

22 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian

Kesehatan

1

1

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyerban
Modal Negara Republik lndonesia ke Dalam Modal Saham PT Tuban
P etroche n ical I n d u stie s
Rancangan Perahrran Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus

Singhasari
1

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pulau Karantina

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem
dan Transaksi Elektronik

1

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Barang Kena Pa,jak yang

Tergolong Mewah Berupa Kendanaan Bermotor yang Dikenai Pajak

Penjualan atas Barang Mewah

29 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan

Slandardisasi Nasional

30 Rancangan Peraturan Pemerinlah tentang Penambahan Penyertaan

Modal Negara Republik lndonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan

Perseroan (Persero) PT Bio Farma
1

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Pajak Penghasilan

untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di

Daerah-Daerah Tertentu

,1

JI Rancangan Peraturan Pemerinlah tentang Penambahan Penyertaan
Modal Negara Republik lndonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara lll

1

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik

34 Rancangan Peraluran Pemerinlah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian
Enerqi dan Sumber Daya Mineral

1

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor rl4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Keria dan Jaminan Kematian

1

Jb Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyediaan Tenaga Teknis
yanq Kompeten di Bidanq Perdaqanqan Jasa

1

J/ Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus
Likupanq

1

Lalm.plra,n 45

Rancangan

I

20.

1

tJ. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Luasan Lahan

Pertanian

24.
1

lo. 1

t6.
,1

1

31

33.
1

35.
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47.

No.
Jumlah
Analisis

38 Rancangan Perafuran Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus
Kendal

1

Rancanqan Perafuran Pemerintah tentanq Keamanan Panqan 1

40
1

41. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan
Konsumen Swadaya Masyarakat

1

42 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Permohonan,

Pemeriksaan, dan Penyelesaran Banding pada Komisi Banding Merek
1

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada

Perusahaan Perasuransian.

1

44 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Bentuk Badan
Hukum Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit lndonesia menjadi
Perusahaan Perseroan (Persero).

1

45 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan
Modal Negara Republik lndonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Biro Klasifkasi lndonesia (Persero).

1

46 Rancangan Perafuran Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas PP

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum.
1

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan

Modal Negara Republik lndonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum
(Perum) Pembanounan Perumahan Nasional.

1

48 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan
Modal Negara dalam Rangka Proses Pembentukan Holding BUMN

Sektor Perasuransian dan Penjaminan

1

Rancangan Peraturan Pemedntah tentang Pencabutan Peraturan
Pemerintah Nomor 34 Tahun 199'l tentang Tata Cara Permintaan
Paten dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1993 tentang Bentuk
dan lsi Surat Paten

1

50 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencabulan Peraluran
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas,
dan Funqsi Komisi Banding Paten

1

3t. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kawasan
Ekonomi Khusus

1

52. Rancanqan Perafuran Pemerintah tentanq lzin Lokasi di Laut 1

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara dari

Keqiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
1

54 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja lnstansi Pemerintah

1

55. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas PP

Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan
dari Usaha Jasa Konstruksi

I

56. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Barang Kena
Cukai Berupa Kemasan Plastik Berisi Minuman

1

57 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas PP Nomor 1

Iannpiran 46

Rancangan

39.

Rancangan Peraturan Pemerintah tenlang Perusahaan Asuransi
Berbentuk Usaha BeBama

43.

49.
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No. Rancangan
Jumlah
Analisis

10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai

serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari

serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

58. Rancangan Perafuran Pemerintah tentang Penyerahan Jasa Jalan Tol

atas Kendaraan Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Paiak

Pertambahan Nilai

1

59 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Besaran Bagian Premi

Untuk Pendanaan Program Restrukfurisasi Perbankan
1

60. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pedakuan Kepabeanan,
Perpajakan dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan
Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang

Telah Ditetapkan Sebagai KPBPB

61. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas dan Kemudahan di

KEK
1

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Pembangunan

Kelautan
1

63 Rancangan Peraturan Pemenntah tentang Perubahan Keenam

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Keqiatan Usaha Pertambanqan Mineral dan Batubara

1

64 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan
Air

1

1

66. Rancangan Peraturan Pemerintah tenbng Perbenihan Tanaman

Perkebunan
1

67 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perafuran Pelaksanaan UU

Nomor 2 Tahun 20'17 tentano Jasa Konstruksi
1

68 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembangunan Perumahan

dengan Hunian Berimbang
1

1

70 Rancanqan Perafuran Pemerintah tentang lzin Lokasi di Laut I
71 Rancanqan Peraturan Pemerintah tentang Ekspresi Budaya Tradisional 1

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencatatan Ciptaan dan

Produk Hak Terkait
1

73. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang lzin Lokasi dan lzin

Penqelolaan Wilayah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
1

74.
1

Rancangan Perafuran Pemerintah tentang Pencabutan Peraturan

Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan
Paten dan Peraturan Pemerintah Nomor 1'1 Tahun 1993 tentang Bentuk

1

Lazr.piralr 47

1

bt.

65. Rancangan Perafuran Pemerintah tentang Rencana Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

69. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna

Bangunan, dan Hak PakaiAtas Tanah

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU Nomor 13

Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam



Laporan Kinerja Deputi Bi.dang Hukum dan Perundang-undarLgan Tahun 20 19

No.
Jumlah
Analisis

dan lsi Surat Paten

76 Rancangan Perafu ran Pemerintah tentang Penggabungan, Peleburan,
Pengambilalihan, dan Pemisahan Perseroan Terbatas

1

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengalihan Kewenangan
Pembinaan dan Pengawasan PT Geo Dipa Energi kepada Kementerian
BUMN

1

1

Rancangan Perafuran Pemerintah tentang Perubahan Bentuk Badan
Hukum Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit lndonesia menjadi
Perusahaan Perseroan rser0

Rancangan Peraturan Presiden tentang Syarat dan Tata Cara

Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Produk lndustri

Pertahanan denqan Kontrak Jangka Panjang

1

1

2 Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Kampanye
Pencitraan lndonesia

1

3 Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyediaan, Pendiskibusian,

dan Penetapan Haea Liquefied Petroleun Gas Untuk Kapal

Penangkap lkan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi

Petani Sasaran

1

4 Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembangunan, Rehabilitasi,

atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan
Tinggi Keagamaan lslam, dan Safuan Pendidikan Dasar dan Menengah

1

Rancangan Perafuran Presiden lentang Pemberian Jaminan dan

Subsidi Bunga Oleh Pemerinhh Pusat Dalam Rangka Percepatan
Penyediaan Air Minum

1

6 Rancangan Perafuran Presiden tentang Percepatan Program
Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Eleclic Vehicle)
untuk Transportasi Jalan

1

7 Rancangan Perafuran Presiden tentang Tata Cara Pemberian
Preferensi Perdaqanqan kepada Neqara Kuranq Berkembanq

1

8 Rancangan Perafuran Presiden tentang Pengendalian Fungsi Lahan

Sawah
1

I Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jamlnan Kesehatan

1

10 Rancangan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

1

11 Rancangan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi
Khusus Fisik Tahun Angqaran 2020

1

12 Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan dan

Pengembangan Sistem lnformasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini

Tsunami
1

13. Rancangan Peraturan Presiden tentang Kawasan Strategi Nasional
Calon lbukota Neqara

1

14. Rancangan Peraturan Presiden tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri 1

'15. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembayaran
KrediUPembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Akad Tahun 2015

1

Rancangan

77.

78.

RPERPRES

5.

Lampirsn 48
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No. Rancangan
Jumlah
Analisis

It)

17
1

18 Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengumpulan Zakal
Penghasilan di Kementerian/Lembaga Pusat dan Daerah

Rancangan Peraturan Presiden tentang Lumbung lkan Nasional 1

20 Rancangan Peraturan Presiden tentang Audit Teknologi 1

21 Rancangan Peraturan Presiden tentang Perencanaan Pembangunan
Rendah Karbon

1

22 Rancangan Perafuran Presiden tentang Pengelolaan Mikroorganisme 1

Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Peraturan Presiden
Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan
Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri

I

24 Rancangan Peraturan Presiden tentang lnstrumen Pengendalian Gas
Rumah Kaca Nasional Menuju Pembangunan Rendah Karbon

1

Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Peraturan Presiden
Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan lnstalasi
Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah
Lingkungan

26 Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan
Skategis Nasional Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak,
Cianjur

1

27 Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan
Antarwilayah Laut Jawa

28 Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan
Jantung Kalimantan

1

29 Rancangan Perafuran Presiden tentang Pedoman Pengelolaan
Transportasi Jabodetabek

1

30 Rancangan Perafu ran Presiden tentang Percepatan Penyelenggaraan
Kereta Api Umum Nasional/ Express Line dari Bandar Udara Soekarno
Hatta ke Stasiun Jakarta Kota Melalui Pluit

1

31 Rancangan Peraturan Presiden tentang Surat Bukti Kepemilikan
Bangunan Gedung

1

Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 102 Tahun 20'16 tentang Pendanaan Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Rancangan Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 3

Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional

1

Lampiran 49

dengan Menggunakan Subsidi Bunga Kredit Perumahan

Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Dana Dalam
Rangka Pemberian Bantuan lnternasional

1

Rancangan Perafuran Presiden tentang Pooling Fund Bencana

1

19.

25.

1

1

32.

1

JJ.
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No. Rancangan
Jumlah
Analisis

34 Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan, Penataan dan

Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
1

EA Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Pengelolaan lndustri
Pertahanan

1

Jb Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberdayaan Koperasi serta

Usaha Mikro, Kecil, dan Menenqah di Sektor Perdaqanqan
1

Jr. Rancangan Peraluran Presiden tentang Penataan, Pembinaan, dan
Penqembangan Pasar Lelano Komoditas

1

Rancangan Perafuran Presiden tenlang Penetapan Barang yang

Dilarang dan Barang yang Dibatasi Perdagangannya di Dalam Negeri
1

39 Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Persetujuan
Perjanjian Perdagangan lntemasional

1

40 Rancangan Perafuran Presiden tentang Keikutsertaan lndonesia pada

Expo 2020 Dubai
1

41. Rancangan Perafuran Presiden tentang Penyelenggaraan Mal

Pelayanan Publik
1

42 Rancangan Peraturan Presiden tentang Penugasan Pemerintah kepada
Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan Pembelian Saham PT
Freeporl lndonesia

1

43

1

Rancangan Perafuran Presiden tentang Tata Kelola Badan
lePen Jaminan Sosial

Rancangan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan
Peraturan Pemerinlah Tahun 2019

1

Rancangan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan
Peraturan Presiden Tahun 2019

1

Rancangan Keputusan Presiden tentang Tim Koordinasi Nasional
Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam

1

4 Rancangan Kepufusan Presiden tentang Dewan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan 1

5 Rancangan Keputusan Presiden tentang Dewan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun

1

6 Rancangan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Seleksi Calon
Ketua Sub Komite lnvestigasi Kecelakaan Pelayanan Merangkap
Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)

1

7 Rancangan Keputusan Presiden tentang Satuan Tugas Penertiban
lmportir Eerisiko Tinggi

1

I Rancanqan Keputusan Presiden tentang Hari Nelayan Indonesia 1

I

1

Rancangan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Percepatan
Pem Rumah untuk

Rancangan lnsfuksi Presiden tentang Penghentian Pemberian lzin

Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan

1

1

38.

1

RKEPPRES

2.

3.

RINPRES

LamDiran 50
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No. Rancangan Jumlah
Analisis

12. RPerpres tentang lnstitut Agama Kristen Negeri Kupang I

tJ_ RPerpres tentang lnstitut Agama Kristen Negeri Palangkaraya 1

14. RPerpres tentang Zonasi Pendidikan 1

IJ, RPerpres tentang Pengaryaan Guru Puma Tugas Pada Satuan

Pendidikan

1

to. RPerpres tentang Universitas Hindu Negeri l.G.B Sugriwa Bali 1

17. RPerpres tentang lnstitut Agama Hindu Negeri Gde Puja Mataram 1

18. RPerpres tentang lnstitut Agama lslam Negeri Takengon 1

19 RPerpres tentang lnstitut Agama lslam Negeri Sorong 1

20 RPerpres tentang Penanggulangan Penyakit Menular Tertentu 1

21 RPerpres tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan di

Bidang Kedisabilitasan

1

RPerpres tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan Tahun 2018-2025 1

RPerpres tentang Penyelenggaraan Sistem pelingatan Dini Multi

Ancaman Bencana

1

24 RPerpres tentang Rencana lnduk Penanggulangan Bencana 1

RPerpres tentang Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting 1

t6 RPerpres tentang Kabupaten/Kota Layak Anak 1

27 RPerpres tentang Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender melalui

Perencanaan dan Pelaporan yang Responsif Gender

1

28 RPerpres tentang Strategi Kebudayaan 1

29

,,

RPerpres tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program

Kartu Prakerja

RKeppres lentang Perubahan atas Keppres Nomor 8 Tahun 2019

tentang Biaya Penyelenggaraan lbadah Haji Tahun 1tH0H/2019M dan

Pengeluaran

1

1

2. RKeppres tentang Perubahan atas Keppres Nomor 8 Tahun 2019

tentang Biaya Penyelenggaraan lbadah Haji Tahun 1'140H/2019M dan

Pengeluaran

1

1

RKeppres tentang Hari Tenun Nasional

Rlnpres tentang Percepatan Dukungan Penyelenggaraan Pekan

Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020

di Provinsi Papua

1

I

2 Rlnpres tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung KB 1

23.

25.

RKeppres

3.

Rlnpres

54
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18

Rancangan

5 RPP tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan 1

6 RPP tentang Sistem Perbukuan 1

7 RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Kepalangmerahan

1

RPP tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan I

I RPP tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang
Disabilitas

1

1

11. RPP tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali 1

12 RPP tentang Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak 1

'13 RPP tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain

atau LPNK

1

14 RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga

1

tc RPP tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret sebagai PTN Badan

Hukum

1

RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk
dan mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2017 tentang
Arsitek

1

RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

20 RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

1

21 RPP Tentang Perubahan Atas PP Nomor 22 fahuo 2008 Tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

22. RPP tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya 1

23. RPP tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang
Disabilitas

1

24 RPP tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang
Disabilitas

1

25 RPP tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 1

RPP tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 1

27. RPP tentang Kesehatan Kerja 1

28 RPP tentang Transplantasi 0rgan dan Jaringan 1

I-a ntpiran 52

No. Jumlah
Analisis

8.

'10. RPP tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas

to. RPP tentang Statuta Univecitas Sebelas Maret 1

17. 1

19. 1

1

26.
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No. Rancangan
Jumlah
Analisis

Gambut

2 Rancangan lnsbuksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan dan
Penqembanqan lndustri Nasional

1

3 Rancangan lnslruksi Presiden tenlang Koordinasi Penyelenggaraan

Angkutan Lebaran Temadu
1

Rancangan lnstruksi Presiden tentang Percepatan Peningkatan Cifa
lndonesia

1

5 Rancangan lnstruksi Presiden tentang Optimalisasi Pelaksanaan
Program Jaminan Sosial Ketenaqakeriaan

1

b. Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan

No.

1

Rancangan Jumlah
Analisis

1

2 RUU tentang Sistem Nasional llmu Pengetahuan dan Teknologi 1

3. RUU tentang Pesantren 1

4 RUU tentang Kebidanan 1

RUU tentang Pekerja Sosial 1

b. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan

,l

7 RUU tentang Wabah 1

8. RUU tentang Pelindungan Pasien 1

I RUU tentang Penanggulangan Bencana '1

10. RUU tenlang Pengawasan Obat dan Makanan 1

11. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual 1

12.

1

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan

RPP tentang Statuta Universitas lslam lnternasional lndonesia

1

1

2 RPP tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Pada Universitas
lslam lnternasional lndonesia

1

3 RPP tentang Keinsinyuran 1

4 RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014
Jaminan Produk Halal

1

4.

RUU

RUU tentang Penyelenggaraan lbadah Haji dan Umrah

E

RPP

Lannplrrrn 51
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No. Rancangan Jumlah
Analisis

29 RPP tentang Perubahan alas PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang

Pengemanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk
Tembakau Bagi Kesehatan

1

RPP tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam
Proses Peradilan

1

31 RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 20'18 tentang

Kekarantinaan Kesehatan
1

RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 21 Tahun 2008 Tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

1

at) RPP tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan
Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas

1

RPP tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan 1

35 RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia,

Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan
Pengumuman ldentitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak

1

1

RPP tentang Tata cara Penempatan Pekerja Migran lndonesia oleh

Badan Pelindungan Pekerja Migran lndonesia

I

38 RPP tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga dan
Awak Kapal Perikanan

1

1

RPP tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran lndonesia

RPerpres tentang Penggunaan Bahasa lndonesia

1

1

2 RPerpres tentang Pengelolaan Masjid lstiqlal 1

3 RPerpres tentang Penyakit Akibat Kerja 1

RPerpres tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis 1

5 RPerpres tentang Satu Data lndonesia 1

6 RPerpres tentang Rencana lnduk Pencarian dan Pertolongan Nasional
Tahun 2019-2038

1

7 RPerpres tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Tetap Non PNS 1

RPerpres tentang Dewan lnsinyur lndonesia 1

I RPerpres tentang Tata Cara Pengisian Sementara Kekosongan Guru
Sekolah/Madrasah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah

1

'10 RPerpres tentang Pemberian Bonus berupa Uang kepada Panitia

Pelaksana lndonesia Asian Games 2018 Organizing Comnittee
(INASGOC) dan Panitia Pelaksana Asian Para Games (INAPG0C)

1

11. RPerpres tentang Institut Agama Kristen Negeri Toraja 1

30.

32.

34.

36. RPP tenlang Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan

?o

RPerpres

4.

8.

53
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Jumlah
Analisis

No.

11 UU Nomo l3 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU

Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Peruakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Penarakilan Rakyat Daerah

1

1

PP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Nama Kabupaten
Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar
di Provinsi Maluku

1PP Nomor 3 Tahun 2019 tenhng Perubahan atas Perauran

Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tenlang Pemindahan lbu Kota

Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke Wilayah

Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur

., PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraluran

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa

1

4 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

E PP Nomor '13 Tahun 2019 tentang Laponan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

b. PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian lnsentif dan

Kemudahan lnvestasi di Daerah

7 PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

I PP Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pemindahan lbu Kota

Kabupaten Maybrat dari Distrik Ayamaru ke Kumurkek Distrik Aifat

Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat

1

1I PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

c. Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pemerintah Dalam Negeri dan

otonomi Daerah

Rancangan

RUU

RPP

1

1

1

1

2.

Iamoirqrr 55
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RPerpres

Perpres Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional
Percepatan Administasi Kependudukan Untuk Pengembangan
Statistik Hayati

d. Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik, Hukuk, dan Keamanan

2

No. Rancangan
Jumlah
Analisis

RUU

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembenlukan Peratunan Perundangundangan

1

RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk

Pertahanan Negara

1

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika

1

RUU tentang Hukum Acara Perdata 1

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 lentang

Tentara Nasional lndonesia

1

RUU tentang Pelindungan Data Pribadi 1

8 RUU tentang Mahkamah Konstitusi 1

RUU tentang Pemasyarakatan 1

10. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber 1

11 RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1

1

1

2 RPP Nomo|l6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Belas Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan

Gaji Anggota Tentara Nasional lndonesia

1

tampira.n 56

Pemerintah Nomor'18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

1 1

1

1

3.

4.

b.

7.

9.

RPP

RPP tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai

NegeriSipil
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J. RPP tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian

Negara Republik lndonesia

1

4 RPP tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai

Negeri Sipil dan Janda/Dudanya
1

RPP tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan,

Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatirn/Piatu, Anak Yatim

Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional

lndonesia

1

RPP tentang Penetapan Pensiun Pokok Pumawirawan,

Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim

Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara

Republik lndonesia

1

7 RPP tentang Perubahan Kelima Belas Atas PP Nomor 10 Tahun

1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas

Anggota Komite Nasional lndonesia Pusal dan Janda/Dudanya

1

RPP tentang Perubahan Keempat Belas Atas PP Nomor 14 Tahun

1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan

Kebangsaan/Kemerdekaan

1

RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 41 Tahun 2004 tentang

Tara Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc

Pengadilan Hubungan lndustrial dan Hakim Ad-Hoc pada

Mahkamah Agung

1

10. RPP tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil 1

11.

1

RPP tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai

Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional lndonesia, Anggota

Kepolisian Negara Republik lndonesia, Pejabat Negara, Penerima

Pensiun, dan Penerima Tunjangan

1

'13 RPP tentang Pemberian Tun,jangan Hari Raya Kepada Pimpinan

dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga

Nonstruktural

1

6.

8.

o

RPP tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tuniangan Ketiga Belas

Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional lndonesia,

Anggota Kepolisian Negara Republik lndonesia, Pejabat Negara,

dan Penerima Pensiun atau Tunjangan

12.

57
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1

14. RPP tentang Perubahan Atas PP Nomor 24 Tahun 2017 Tentang

Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan

Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga NonstruKural

15. RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 39 Tahun 2018 tentang

Pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
1

to. RPP tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan

Pedindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan

Petugas Pemasyarakatan

1

17. RPP tentang Tugas Bantuan Tentara Nasional lndonesia Kepada

Pemerintahan di Daerah
1

1

18.

119. RPP tentang Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara

RPP tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 31 Tahun 2013

tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 201 1 tentang

Keimigrasian

1

I

21.

22 RPP tentang Perubahan kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2015

tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang 1

1

23 RPP tentang Upaya Adminisfatif dan Badan Pertimbangan

Aparatur Sipil Negara

1

24 RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 102 Tahun 2015 tentang

Asuransi Sosial Pra.jurit Tentara Nasional lndonesia, Anggota

Kepolisian Negara Republik lndonesia, dan PegawaiAparatur Sipil

Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian

Negara Repubiik lndonesia

1

25

26 RPP tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan

Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
1

1

RPP tentang Tugas Tentara Nasional lndonesia dalam Mengatasi

Gerakan Separatis BeEenjata

20.

RPP tenlang Perubahan atas PP Nomor 45 Tahun 2010 tentang

Penghasilan, Uang Kehormatan, dan Hak-Hak Lain Ketua, Wakil

Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik lndonesia

RPP tentang Perubahan Atas PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan bantuan kepada Saksi dan

Korban

27. RPP tentang Perubahan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang
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Manajemen Pegawai Negeri Sipil

28 RPP tentang Mana.iemen Kepegawaian Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi
1

29

1

RPP tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi meniadi Pegawai Aparatur Sipil Negara

RPerpres tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana

1

1

2.
I

a RPerpres tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Anggaran 1

4 RPerpres tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilihan Umum

1

5. RPerpres tentang Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, dan

Anggota Komisi lnformasi Pusat
1

b. RPerpres tentang Honorarium Pegawai di Lingkungan Badan

Pelaksana Otorita Borobudur
1

7 RPerpres tentang Honoranum Bagi Kefua dan Anggota Badan

Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

8. RPerpres tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan

Kementerian Pemuda dan Olahraga
1

9. RPerpres tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan

Badan Koordinasi Penanaman Modal
1

10. RPerpres tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Ke Dalam

Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah

Nomor 15 Tahun 2019

1

RPerpres

RPerpres tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara

1
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2. Capaian lndikator lnama ll

Berupa 374 hasil analisis dan atau pendapat hukum atas perkala/permohonan ditindaklaniuti

Menteri, antara lain:

a. Litigasi dan Permasalahan Hukum

1 Hak Uji Materiil atas Pasal 128, Pasal 21 ayal (1) huruf a, Pasal 37B ayat (1) huruf

b, Pasal 38, serta Pasal 47 ayat (1)dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diajukan oleh Sdr.

Martinus Butarbutar, S.H. dan Sdr. Risof Mario, S.H. (Register Perkara Nomor

84/PUU-X/ll/2019 tanggal 11 Desember 2019 di Mahkamah Konstitusi);

2. Hak Uji Materiil atas Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 82 huruf a, serta

Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan

Pekerja Migran lndonesia, yang diajukan oleh Law Office Wilman Malau & Partners

selaku kuasa hukum Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja lndonesia

(ASPATAKD (Register Perkara Nomor 83/PUU-XVI|/2019 tanggal 11 Desember

20'19 di Mahkamah Konstitusi);

3. Hak Uji Materiil atas Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Di Provinsi Sumatera Utara, yang

diajukan oleh Sdr. Alamsyah Panggabean (Register Perkara Nomor 82/PUU-

Xry1U2019 tanggal 1 1 Desember 2019 di Mahkamah Konstitusi)

4 Hak Uji Materiil atas Lampiran angka Romawi I huruf C angka 6 huruf c dan angka

7 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian

Perhubungan yang diajukan oleh Kantor Hukum Mukhlis Ahmad & Partners selaku

kuasa hukum PT. Prima Utama l\,litra Anda (Register Nomor 84 P/HUM/2019

tanggal 7 November 20'19 di Mahkamah Agung);

5. Hak Uji Maleriil atas Pasal 2A ayat (1a) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun

20'19 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007

tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang diajukan

oleh Sdr. Ta'in Komari, S.S. (Register Nomor 82 P/HUM/2019 tanggal 1 November

2019 di Mahkamah Agung);

No Hasil Analisis dan atau Pendapat Hukum

Hak Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi

Hak Uji llateriil di lahkamah Agung
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b. Hak Uji Materiil atas Pasal 30 Peraturan Pemerinlah Nomor 54 Tahun 2017 tentang

Badan Usaha Milik Daerah yang diaiukan oleh Kantor Advokat M. oaMis Pasa &

Zaldy Adam selaku kuasa hukum Sdr. H.M. Taufik Fachruddin, M.M. (Register

Nomor 79 P/HUM/2019 tanggal 24 Ohober 2019 di Mahkamah Agung).

1 Diajukan oleh Reed Smith Pte. Ltd. selaku kuasa hukum Highland Beef Pty. Ltd

kepada Pemerintah Republik lndonesia

1 Gugatan Penrakilan Kelompok (Class Adion) oleh Kantor Hukum Andri Yules,

S.H., & Partners selaku kuasa hukum Sdr. Kiki Soleyman Harbani, dkk., perkara

Nomor 18/PDT.G2019/PN.SKB di Pengadilan Negeri Sukabumi;

2. Gugatan Kantor Hukum Hanaiah Ponggawa & Parhem (Dentons HPRP) selaku

kuasa hukum PT. Nunukan Jaya Lestari, pe*ara Nomor

1027lPci..Gn0lglPN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan

3 Gugatan Kantor Hukum 36 Sovereign Chambers selaku kuasa hukum PT. Kaswari

Unggul (Penggugat), perkara Nomor: 702/PDT.G/2019/PN.Jkt.Pst di Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat.

1 Gugatan Sdr. Rizky Amelia, dengan perkara Nomor 68/G/2019/PTUN-JK[.d|

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan

2. Gugatan Kantor Hukum Husni Bahri Tob, S.H., & Rekan selaku kuasa hukum Sdr.

lr. Muslim (Penggugat), perkara Nomor: 8/G/2019/PTUN-JKI di Pengadilan Negeri

Tata Usaha Negara Jakarta.

1 Permohonan Sdr. Bartholomeus Toto dengan surat tanggal 20 November 2019

kepada Presiden pada pokoknya menyampaikan permohonan perlindungan hukum

atas tindakan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam proses

penyidikan kasus Meikarta;

2. Permohonan Sdr. Hanno Soth selaku investor asing dengan surat tanggal 11

September 2019 kepada Presiden pada pokoknya menyampaikan permohonan

perlindungan hukum terkait dengan kasus pencurian aset perusahaannya oleh

mafia dan sindikat yang menyusup ke peradilan; dan

a Kantor Hukum Ahmad Dachlan & Rekan selaku kuasa kuasa hukum Sdr. lnce

Baharuddin dan Sdr. lnce Rahmawatidengan surat Nomor 01/EKS/20'19 tanggal 26

Sengketa Arbitrase lntemasional

Gugatan Perdata

Gugatan Tata Usaha ltlegara

Perlindungan Hukum

i
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Juli 2019 kepada Presiden pada pokoknya menyampaikan permohonan

perlindungan dan diberikan keadilan terkait pelaksanaan putusan Pengadilan

Negeri Makassar Nomor 207/PdI.G/2006/PN.MKS ib. putusan Kasasi Mahkamah

Agung Nomor 2919 l@dU2009 ib. putusan Peninjauan Kembali l\rlahkamah Agung

Nomor 321 PKlPdtl2012.

b. Analisis dan permasalahan hukum terkait perkara/permohonan Grasi, Amnesti, dan Remisi

Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Sementara

Analisis dan permasalahan hukum terkait perkara/permohonan Ekstradisi

1 Rancangan Keputusan Presiden terkait grasi atas nama Sugeng Utomo, S.H als

Sugeng bin Karsan (alm), dll. (sebanyak 3 orang)

2.

r)
Rancangan Keputusan Presiden terkait grasi atas nama Baruna als Daru bin

Kuswoyo

1 Amnesti sebanyak 1 orang atas nama Baiq Nuril Makmun

1 orang atas nama lR. I Nyoman Susrama, M.M.1

1 Permohonan ekstradisi yang diajukan oleh Sdr. Lim Thow Kai (Warga Negara

Malaysia)

2. Permohonan eksfadisi yang diajukan oleh Sdr. Alex Go (Warga Negara Filipina)

a Permohonan ekstradisi yang diajukan oleh Sdr. Mathias Hubert Marie Echene

(Warga Negara Perancis)

No Hasil Analisis dan atau Pendapat Hukum

Grasi

Rancangan Keputusan Presiden terkait grasi atas nama Erni Erwindi

Amnesti

Remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara

No Hasil Analisis dan atau Pendapat Hukum

Ekstradisi
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d. Analisis dan permasalahan hukum terkait perkara/permohonan Naturalisasi

3. Capaian lndikator Utama lll

Berupa 212 rancangan pemturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan

oleh Presiden yang administratifirya telah diselesaikan, antara lain:

I
No

1 Rancangan Keputusan Presiden atas I Putu Mahendra dll (sebanyak 5 orang);

2. Rancangan Keputusan Presiden atas nama Jian Mason; dan

3. Rancangan Keputusan Presiden atas nama Ashit Dinesh Chandra Mehta dll

(sebanyak I orang)

4 Rancangan Keputusan Presiden atas nama Desy dll (sebanyak 3 orang)

5. Rancangan Keputusan Presiden atas nama Cindi Suryadi dll (sebanyak 2 orang)

6 Rancangan Keputusan Presiden atas nama Sherty Dahlianti dll (sebanyak 3 orang)

No. Rancangan

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengesahan Nota Kesepahaman

Antara pemerintah Republik lndonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai

Eksradisi (Treaty etwxn the Republic of lndonesia and The United kab Emirates

On Extradition')

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengesahan Nota Kesepahaman

Antara Kementerian Pertahanan Republik lndonesia dan Kementerian Pertahanan

Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan

(Memorandum A understanding Befiween The Ministry A Defence A The

Republic Of lndonesia And The Ministry U Defence Ot The Kngdon Of Spain On

Cooperative Adivities ln The Field Of Defence)

3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengesahan Nota Kesepahaman

Antara Pemerintah Republik lndonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang

Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum A understanding Beiween The

Govemment Of The Repuuic Of lndonesia And The Govenmeil A The Republic

A Serbia On Cooperation ln The Field Of Detencel

Naturalisasi

RUU
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4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan

5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengesahan Persetujuan antara

Pemerintah Republik lndonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Keria

Sama lndustri Pertahanan (Agreemen Between teh Govemment of the Republic of

lndonesia and the Govemment of the Republic ot fularus on Defen@ lndusw

Coopuation)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perjaniian mengenai

Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidanan antara Republik lndonesia dan

Persatuan Emirat Arab (Treav on Mufual Lq{,al Assistance in Ciminal Mafterc

ktween the Republic ot lndonesia and frre United Atab Emiratesl

7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengesahan Persetuiuan antara

Pemerintah Republik lndonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Keria

Sama di Bidang Perlahanan (Agreement Between The Govemment of The

Republic of lndonesia and The Govemment of The Russian Federation on

Cooperation in the Field of Defence)

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor Dari

Kegiatan Pengusahan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam

1

2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Nama Kabupaten

Maluku Tenggara Barat menjadi Kabuapten Kepulauan Tanimbar di Provinsi

Maluku

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP Nomor 52

Tahun 20'10 tentang Pemindahan lbu Kota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota

Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur

4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan

Konsumen Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan yang Berada di Bawahnya

6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum (Perum)

Percetakan Uang Republik lndonesia

7 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan

6.

RPP

J.

RPerpres
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1 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan

Bencana

2 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional

Analis Anggaran Pendapatan dan Belania Negara

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 20'19 tentang Perubahan Atas Peraturan

Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Tunjangan jabatan Fungsional Analis

Anggaran

4 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Dewan

Kehormatan Penyelengara Pemilihan Umum

5 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil

Ketua, dan Anggota Komisi lnformasi Pusat

6 Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian

Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi Dan/Atau Disfibusi Gas Bumi untuk Rumah

Tangga dan Pelanggan Kecil

7 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentangPenyakit Akibat Kerja

8 Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penetapan Keanggotaan

lndonesia pada Association of Asian Constitution Courts and Equivalent lnstitutions

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2019 tentang Keanggotaan Dewan Sumber

Daya Air Nasional dari Unsur Pemakilan Pemedntah Daerah

10 Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Keanggotaan

lndonesia pada Association ofAsian Constitution Courts and Equivalent lnstitutions

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Biaya Penyelenggaraan lbadah

Haji Tahun 1440H/20'l9M dan Pengeluaran Penyelenggaraan lbadah Haji Tahun

1440H/2019M yang Bersumber Dari Nilai Manfaat

12. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2019 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri

Sipil Tahun 2019

13. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penugasan Wakil Presiden

Melaksanakan Tugas Presiden

14 Arsip Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penugasan Wakil
Presiden Melakanakan Tugas Presiden

3.

RKeppres

o

11.
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